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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KATA PENGANTAR 
PIMPINAN PUSAT FATAYAT NU 


Bismillahirrahmaanirrahim, 


Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama yang digelar pada 1-4 Juli 2010 
lalu merupakan perhelatan strategis bagi organisasi perempuan ini. Hal ini 
karena di samping merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi, 
Kongres itu digelar di tengah kesadaran penuh semua kader Fatayat akan 
berbagai masalah dan ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang. 
Sebagaimana kita sadari, meskipun perempuan diyakini menjadi elemen 
masyarakat yang sangat penting, namun hingga kini perempuan masih 
tertinggal dalam berbagai lini kehidupan dan mengalami berbagai persoalan, 
seperti kekerasan, trafficking, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, 
problem ekonomi, dan sebagainya. 

Persoalan-persoalan itu memang bukan hanya terjadi saat ini saja, 
melainkan telah menjadi masalah”laten” yang sudah ada sejak lama, jauh 
sebelum Fatayat NU berdiri. Memang, Fatayat NU tidak dilahirkan dalam 
ruang kosong. Organisasi badan otonom NU ini lahir untuk merespons 
berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan kebutuhan untuk 
mengembangkan potensi dan sumber daya perempuan. Di sinilah, Fatayat NU 
memiliki dua dimensi secara bersamaan, yaitu sebagai instrumen kaderisasi 
NU di satu sisi dan sebagai organ gerakan perempuan di sisi yang lain. tentu 
dua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Berdasarkan pada dua dimensi itulah, maka Fatayat NU dituntut 
untuk memainkan peran pada dua ranah strategis. Sebagai intrumen 


kaderisasi NU, Fatayat NU mendapat mandat untuk melakukan kerja 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
Fatayat Nahdlatul Ulama (IAFNU) sebagai forum silaturahim kader-kader 
alumni Fatayat NU. 

Penyempurnaan AD-ART dan perumusan program satrategis serta 
pembentukan berbagai lembaga tersebut merupakan upaya untuk 
meningkatkan peran dan kiprah Fatayat NU dalam jangka panjang. Mudah 
mudahan dengan penguatan kelembagaan ini Fatayat NU dapat berperan 
lebih optimal dalam membangun perempuan Indonesia dan terlibat aktif 
dalam pembangunan bangsa. Sebagai sebuah pergulatan gagasan para kader 
se-Indonesia dan pengembangan gerakan organisasi secara nasional, maka tak 
berlebihan jika Kongres tersebut disebut sebagai puncak dinamika gagasan 
dan gerakan perempuan NU. 

Mandat dan keputusan-keputusan strategis yang telah dihasilkan 
melalui Kongres XIV Fatayat NU ini mestilah dijadikan sebagai pedoman 
dasar dan arah gerakan organisasi untuk lima tahun mendatang. AD-ART 
sebagai konstitusi organisasi harus ditegakkan agar organisasi berjalan secara 
sistemik dan teratur. Program kerja organisasi harus dijadikan sebagai arah 
perumusan kebijakan organisasi dan dijabarkan menjadi program yang lebih 
operasional di semua tingkatan. Di sinilah hasil-hasil Kongres ini harus 
dijadikan sebagai rujukan bagi semua tingkat kepengurusan dan seluruh 
kader serta anggota Fatayat NU di seluruh Indonesia dalam menjalankan 
organisasi. 

Sebagai Ketua Umum terpilih, saya berharap penerbitan hasil-hasil 
Kongres XIV ini dapat mempercepat konsolidasi organisasi, mendorong 
penguatan dan penataan kelembagaan, mempertegas arah dan kebijakan 
organisasi, serta dengan demikian akan dapat meneguhkan khidmat Fatayat 
NU untuk memajukan perempuan Indonesia sebagai salah satu prasyarat 
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang lebih 
sejahtera, adil dan berkeadaban. Soliditas, dedikasi dan militansi pengurus 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan roda 
organisasi agar dapat berjalan sebagaimana harapan dan sesuai dengan 
mandat stategis yang telah dihasilkan oleh Kongres XIV. 

Penyelenggaraan Kongres XIV telah berhasil dilakukan atas dukungan 
berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima 
kasih yang tak terhingga kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 
Pemerintah Republik Indonesia, para senior Fatayat NU, semua jajaran 
pengurus, panitia penyelenggara dan seluruh kader Fatayat NU yang telah 
turut serta menyukseskan Kongres XIV pada Juli lalu, sehingga telah 
melahirkan berbagai keputusan dan kebijakan strategis yang penting bagi 
masa depan perempuan, Nahlatul Ulama dan bangsa Indonesia secara umum. 
Kami berharap kesuksesan Kongres XIV dan penerbitan hasil-hasil Kongres ini 
akan mengawali kesuksesan Fatayat NU dalam keikutsertaannya memajukan 


perempuan Indonesia dan pewujudan peradaban bangsa yang lebih baik. 


Jakarta, 17 November 2010 
Ketua Umum PP Fatayat NU 


Dra. Hj. Ida Fauziyah 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR: 01/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


TATA TERTIB KONGRES XIV FATAYAT NU 2010 
KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


a. 


bahwa Kongres sebagai forum permusyawaratan 
tertinggi dalam organisasi perlu diselenggarakan 
dengan tertib dan lancar, 

bahwa untuk terjamin terselenggaranya 
ketertiban dan kelancaran jalannya Kongres 
perlu ditetapkan Tata Tertib Kongres yang 
disepakati oleh peserta seluruh Kongres, 

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya 
Keputusan Kongres tentang Tata Tertib Kongres 
XIV Fatayat NU 2010. 

Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, Bab X 
pasal 10, 

Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul 
Ulama Bab IV pasal 14 huruf A. 

Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama dan Pidato Ketua Umum Pucuk Pimpinan 
Fatayat NU pada pembukaan Kongres XIV 
Fatayat NU tanggal 19 Rajab 1431 H/2 Juli 2010 
M; 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
2. Pendapat-pendapat peserta Kongres pada Sidang 
Pleno pembahasan Tata Tertib Kongres XIV 
Fatayat NU 2010. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL 


ULAMA TENTANG TATA TERTIB KONGRES XIV 
FATAYAT NU 2010, SEBAGAIMANA TERLAMPIR: 
Ditetapkan di : Jakarta 


Pada tanggal :19 Rajab 1431 H 
2 Juli 2010 M 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


PIMPINAN SIDANG 


Ketua Sekretaris 


Dra. Hj. Siti Marhamah, M. Ag Hj Siti Hayinah, SE 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


TATA TERTIB KONGRES XIV FATAYAT NU 


BABI 
Pasal 1 


KETENTUAN UMUM 


Kongres XIV Fatayat NU dilaksanakan berdasarkan : 


a. 


b. 


Peraturan Dasar Fatayat NU Bab X pasal 10 ayat 1 dan Peraturan Rumah 
Tangga Fatayat NU Bab VII pasal 27, 

Hasil Konferensi Besar Fatayat NU tanggal 23 Agustus 2008 di 
Banjarmasin. 

Keputusan Rapat Pleno Ke-VII Pucuk Pimpinan Fatayat NU tanggal 22 
Desember 2009 di Jakarta 


BAB II 


Pasal 2 
TUGAS DAN WEWENANG 


Kongres XIV Fatayat NU mempunyai tugas dan wewenang : 


1: 


2. 


3. 


4. 


Menelaah, mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan Kongres 
XIII Fatayat NU, 

Menyempurnakan PD/PRT Fatayat NU, menyusun Program Kerja Fatayat 
NU masa khidmat 2010-2015, menyusun rekomendasi dan membahas 
manajemen keuangan dan fundrising, 

Menanggapi dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pucuk 
Pimpinan Fatayat NU masa khidmat 2004-2009, 

Memilih Ketud Umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU masa khidmat 2010- 
2015. 


BAB III 
Pasal 3 


PIMPINAN KONGRES 


Kongres dipimpin oleh Pucuk Pimpinan Fatayat NU. 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
BAB IV 


Pasal 4 
PESERTA KONGRES 


Peserta Kongres terdiri dari : 


AEON 


Pucuk Pimpinan Fatayat NU, 

Pimpinan Wilayah Fatayat NU, 

Pimpinan Cabang/ Cabang Istimewa Fatayat NU, 
Peninjau, 

Undangan Pucuk Pimpinan. 


Pasal 5 
PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN 


Peserta adalah: 

b: Na MA ET Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Istimewa 
yang mempunyai SK Pucuk Pimpinan Fatayat NU yang masih berlaku 
dan membawa mandat dari Cabang/ Cabang Istimewa/ Wilayah yang 
diwakili, 

Peninjau adalah: Koordinator Daerah yang SK-nya masih berlaku, 

Undangan adalah: Pimpinan Lembaga/ Pribadi yang diundang resmi oleh 

Pucuk Pimpinan Fatayat NU. 


BAB V 


HAK DAN KEWSGI BAN PESERTA 


Hak dan kewajiban peserta kongres adalah : 


1. 


2. 


Peserta Kongres berhak mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, 
usul dan saran, 

Seluruh peserta Kongres berkewajiban mentaati peraturan tata tertib ini, 
menjaga dan mengusahakan agar Kongres berjalan dengan lancar dan 
tertib. 


BAB VI 


Pasal 7 
PERSIDANGAN 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Sidang Kongres XIV Fatayat NU terdiri dari: 


1. 
2. 


(69) 


Sidang Pleno: dihadiri oleh seluruh peserta Kongres XIV Fatayat NU, 
Sidang Komisi: dihadiri oleh peserta Kongres sesuai dengan komisi 
masing-masing. 


Sidang Komisi terdiri dari : 
a. Komisi Organisasi 


b. Komisi Program 
c. Komisi Rekomendasi dan Manajemen Keuangan & fund rising 


Pasal 8 
PIMPINAN SIDANG 


Sidang Pleno, dipimpin oleh Pucuk Pimpinan kecuali sidang pemilihan 
Ketua Umum Pucuk Pimpinan, 

Sidang Komisi, dipimpin oleh Pucuk Pimpinan dan didampingi oleh 
Pimpinan Wilayah/ Pimpinan Cabang yang dipilih dalam Sidang Komisi. 


Pasal 9 
KEWAJIBAN DAN HAK PIMPINAN DAN 
ANGGOTA SIDANG 


. Pimpinan Sidang berkewajiban dan berhak: 


a. Memimpin dan menjaga ketertiban sidang, 
b. Menyimpulkan materi yang dibahas serta keputusan-keputusan yang 
diambil dalam sidang. 
Sekretaris Sidang berkewajiban dan berhak: 
a. Membuat catatan jalannya sidang dan menulis pokok-pokok 
pembicaraan, 
b. Menyampaikan hasil keputusan sidang kepada Steering Committee. 
Anggota sidang berkewajiban dan berhak: 
a. Mengisi daftar hadir sebelum sidang dimulai 
b. Mengeluarkan pendapat, mengusulkan dan menanggapi materi yang 
sedang dibahas, 
Menciptakan suasana tertib dalam persidangan, 
d. Dilarang meninggalkan ruang sidang, kecuali mendapat izin dari 
pimpinan sidang. 


ne 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
BAB VII 


Pasal 10 
QUORUM 
. Kongres XIV Fatayat NU adalah sah apabila dihadiri oleh separuh lebih 
satu dari seluruh Cabang/ Cabang Istimewa yang hadir, 
; Apabila Susun Siak ferpenyhi, pimpinan sidang berhak menunda 
. Apabila poin 2 diatas tidak terpenuhi, maka Kongres dapat dinyatakan sah 
dan dapat terus berlangsung setelah melalui musyawarah mufakat antara 
peserta kongres. 


Pasal 11 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, 
Apabila tidak mencapai kata sepakat, keputusan diambil melalui voting 


(asm erena juara) dengan kelantan sah, apabila disetujui oleh separuh 
Keputusan-keputusan sidang komisi dilaporkan dan disahkan dalam 
sidang pleno. 


BAB VIII 


Pasal 12 
HAK SUARA 
Yang mempunyai hak suara adalah Pucuk Pimpinan, Pimpinan Wilayah 
dan Cabang/ Cabang Istimewa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), 


Pucuk Pimpinan mempunyai 1 Ca ana secara kolektif, 
Setiap satu Wilayah dan Cabang/ Cabang Istimewa mempunyai satu suara. 


BAB IX 


Pasal 13 
TATA CARA PEMILIHAN PUCUK PIMPINAN 


Tentang pemilihan Pucuk Pimpinan akan diatur dalam tata tertib tersendiri. 


BAB X 
Pasal 14 
LAIN - LAIN 


Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib Kongres XIV Fatayat NU akan 
ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan peserta Kongres. 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal :19 Rajab 1431 H 
2Juli 2010M 


KONGRES XIPPA DAA TUL ULAMA 


Ketua Sekretaris 


Dra. Hj. Siti Marhamah, M. Ag Hj. Siti Hayinah, SE 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


NOMOR: 02/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PUCUK 
PIMPINAN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 


Menimbang 


2005 - 2009 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


a. bahwa Ketua Umum dan ketua - ketua Pucuk 


Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama masa 
Khidmat 2005-2009 yang dipilih dan 
mendapatkan amanah untuk melaksanakan 
semua keputusan Kongres XIII Fatayat NU, dan 
oleh karenanya diperlukan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan amanah tersebut yang 
disampaikan secara formal pada forum Kongres 


XIV Fatayat Nahdlatul Ulama; 


b. bahwa Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 


sesuai dengan keputusan Kongres XIV Fatayat 
Nahdlatul Ulama Nomor: 01/K-XIV 


FNU/SK/ VII/2010 tentang Tata Tertib Kongres 
XIV Fatayat NU perlu menelaah, mengkaji, dan 
pengevaluasi pelaksanaan keputusan Kongres 
XIII Fatayat NU Tahun 2005 yang kemudian 
dapat dijadikan dasar untuk melakukan 


perbaikan dan peningkatan kinerja Pimpinan 
Pusat Fatayat NU lima tahun ke depan: 
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Mengingat 


Memperhatikan 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


C. 


bahwa Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 
telah menyampaikan pemandangan umum 
sebagai bentuk pembahasan dan evaluasi atas 
laporan pelaksanaan keputusan Kongres XIII 
Fatayat NU , 
Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ada 
keputusa Kongres XIV Fatayat NU tentang 
Pengesahan Laporan  Pertanggungjawaban 
Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama Masa 
Khidmat 2005-2009. 
Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, Bab X 
pasal 10, 
Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul 
Ulama Bab III pasal 12 huruf A dan Bab IV pasal 
14 huruf A: 
Tata Tertib Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 
Ulama tahun 2010 Bab II pasal 2. 
Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban 
Pucuk pimpinan Fayatat Nahdlatul Ulama masa 
Khidmat 2005-2009 atas kegiatan yang dilakukan 
sesuai dengan amanah Kongres XIV Fatayat NU 
19 Rajab 1431 H/2 Juli 2010 M; 
Pemandangan Umum peserta Kongres XIV 
Fatayat NU dan tanggapan balik Pucuk 
Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama pada sidang 
pleno laporan pertanggungjawaban Pucuk 
Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama Masa 
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Menetapkan 


Pertama 


Kedua 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
Khidmat 2005-2009 tanggal 19 Rajab 1431 H/2 
Juli 2010 M; 
3. Kesepakatan sidang pleno laporan pertanggung 
jawaban Pucuk Pimpinan pada Kongres XIV 


Fatayat Nahdlatul Ulama tanggal 19 Rajab 1431 
H/2 Juli 2010 M; 


MEMUTUSKAN 


Menerima dan mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban Pengurus Pucuk Pimpinan 
Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmad 2005-2009 
yang telah disampaikan di hadapan Sidang Pleno 
Kongres XIV Fatayat NU tanggal 19 Rajab 1431 H/2 
Juli 2010 M dengan ucapan terima kasih; 


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 19 Rajab 1431 H 
2 Juli 2010 M 
KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 


Ketua Sekretaris 


DR. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M. Ag Dra.Hj Siti Masrifah, MA 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


NOMOR: 03/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA 


Menimbang 


FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


a. bahwa Fatayat Nahdaltul Ulama sebagai 


organisasi perempuan muda NU perlu 
memelihara dan meningkatkan peran sertanya 
sesuai dengan tujuan didirikannya sejak tahun 
1950; 

bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama bertujuan 
terbentuknya pemudi dan atau perempuan 
muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, 
berakhlakul Karimah, beramal, cakap, 
bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa 
dan bangsa serta terwujudnya rasa kesetiaan 
terhadap asas, aqidah dan tujuan Nahdlatul 
'Ulama dalam menegaskan Syariat Islam; 

bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama yang 
mempunyai tingkat kepemimpinan dari tingkat 
pusat sampai ranting memerlukan tertib dan 


keseragaman administrasi dan atribut organisasi, 


. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 


huruf a, b, dan c di atas, maka diperlukan 
Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga 
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Mengingat 


Memperhatikan 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


serta pedoman pelaksanaan Administrasi 
Organisasi sebagai Dasar dan Pedoman yang 
mengikat pengurus dan anggota Fatayat dalam 
menjalankan Khidmadnya. 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Nahdlatul Ulama, 

Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 
Ulama Nomor: 01/ Kongres-XIV 
FNU/SK/ VII/2010 tentang Tata Tertib Kongres 
XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 2010, 

Keputusan Konfrensi Besar Fatayat Nahdlatul 
Ulama tahun 2008 tantang bahan 
Penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan 
Rumah Tangga serta Pedoman Pelaksanaan 
Administrasi Organisasi Fatayat Nahdlatul 


Ulama. 


Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama dan Pidato Ketua Umum Pucuk Pimpinan 
Fatayat NU pada pembukaan Kongres XIV 
Fatayat NU tanggal 19 Rajab 1431 H/02 Juli 2010 
M, 

Laporan Pertanggungjawaban Pucuk Pimpinan 
Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmad 2005- 
2009 pada Kongres XIV Fatayat NU, tanggal 20 
Rajab 1431 H/03 Juli 2010 M; 

Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi A 
Bidang Organisasi yang disampaikan pada 
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Menetapkan : 


Pertama 


Kedua 


Ketiga 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
Sidang Pleno Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 
Ulama pada tanggal 20 Rajab 1431 H/3 Juli 2010 
M; 


MEMUTUSKAN 
KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL 


ULAMA TENTANG PERATURAN DASAR DAN 
PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT NAHDLATUL 
ULAMA. 


Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh 
keputusan ini terdapat dalam naskah Peraturan Dasar dan 
Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama dan 


merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; 


Mengamanatkan kepada Pengurus Pimpinan Pusat, 
Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang 
Istimewa, Pengurus Anak Cabang, Pengurus Ranting dan 
seluruh Anngota Fatayat NU untuk mentaati segala yang 
ditetapkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah 


Tangga Fatayat NU ini; 


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 
dengan adanya keputusan baru yang ditetapkan oleh 


permusyawaratan setingkat. 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal :21 Rajab 1431 H 


4 Juli 2010 M 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 


Ketua Sekretaris 


Dra. Hj. Saidah Sakwan, M.Ag Hj. Siti Hayinah, SE 
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PERATURAN DASAR FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


(PD FATAYAT NU) 


MUKADDIMAH 


Bismillahirrahmanirrahim 


Bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan 
rahmat dari Allah SWT yang harus disyukuri. 


Upaya untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengisi kemerdekaan 
sebagai wujud rasa syukur merupakan hak dan kewajiban seluruh bangsa 
Indonesia. 


Kebebasan melaksanakan syari'at Islam bagi setiap Muslim serta kemerdekaan 


Sea dan tenant dalam Wadah: or ganisani dibangrkan. Hal tersebut 
pada ketakwaan terhadap Allah SWT, kemanusiaan yang adil dan beradab, 
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan tersebut merupakan realisasi 
dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 


Oleh karena itu, dengan memohon ridla Allah SWT dan didorong oleh cita-cita 
luhur untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta terbentuknya pemudi 
shalihah yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah, maka dibentuklah 


isasi F h l. 'UI P D 
PARR REAR SANA! palapa dengan Peraturan Dasar dan 


BABI 


Pasal 1 
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN 


(1) Organisasi ini bernama Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU 
(2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 Rajab 1369 H, bertepatan dengan 


(3) mna tagy Keraian di Ibu Kota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 


24 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


BAB II 
Pasal 2 
SIFAT 


Fatayat Nahdlatul 'Ulama bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial 


kemasyarakatan dan kebangsaan. 
BAB III 


Pasal 3 
ASAS 


(1) Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah beragidah Islam 
menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah, dalam bidang figih mengikuti 
salah satu dari madzab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. 


(2) Fatayat NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berasas pada 


Penria peri Ketuhanan Jang Maha Esa Kepang yng a dik dan 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 


BAB IV 
Pasal 4 
TUJUAN 


(1) Membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah SWT, 
berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggungjawab, 


berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara 


(2) Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, aqidah dan 
tujuan Nahdlatul Ulama. 


BAB V 
Pasal 5 
LAMBANG 


Lambang Fatayat Nahdlatul 'Ulama adalah setangkai bunga melati tegak di 
atas dua helai daun dalam sebuah bintang besar dikelilingi 8 (delapan) 


binfengakedkngengapardHingkah daliatasrsahaah. nambeann KabaxahhNYd 
bertuliskan FATAYAT NU. 
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BAB VI 
Pasal 6 
USAHA 


Guna mewujudkan pasal 4, maka Fatayat NU melakukan usaha-usaha 


sihagabhstiktifkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah 
dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar 
ma'ruf nahi mungkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah 
wathaniyah, ukhuwah bashariyah, dan ukhuwah nisa'iyah. 

(2) Meningkatnya kualitas perempuan yang berpengetahuan luas dan 
trampil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
dengan berpijak pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah. 

(3) Mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mengupayakan 
pemerataan kesempatan menuju kemandirian ekonomi. 

(4) Mewujudkan kesadaran perempuan akan pentingnya kualitas kesehatan 


(5) kasi diri ABAYA yang berkeadilan jender dan meningkatkan 
peranserta perempuan dalam proses pengambilan keputusan. 


BAB VII 
Pasal 7 
KEANGGOTAAN 


(l) Kedaulatan Fatayat NU berada di tangan anggota 
(2) Anggota Fatayat NU terdiri dari: 
a. Anggota Biasa 


(3) Data nego Kehgrmatan., serta hak dan kewajiban anggota diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga. 


BAB VIII 
Pasal 8 
TINGKAT KEPEMIMPINAN 


Tingkat Kepemimpinan Fatayat NU terdiri dari : 
(1) Pimpinan Pusat disingkat PP. 
2) Pimpinan Wilayah disingkat PW. 
) Pimpinan Cabang disingkat PC 
) Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI. 


( 
(8 
(4 
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(5) Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC. 
(6) Pimpinan Ranting disingkat PR. 
(7) Pimpinan Anak Ranting PAR. 


BAB IX 
Pasal 9 
STRUKTUR KEPENGURUSAN 


Struktur Kepengurusan terdiri dari : 
(1) Penasehat 


(2) Pembina 
(3) Dewan Kehormatan 
(4) Pengurus Harian 
(5) Bidang-bidang 
(6) Lembaga/Yayasan 
BAB X 
PERMUSYNWARATAN 


Permusyawaratan terdiri dari : 

(1) Kongres. 

(2) Konferensi Besar. 

(3) Konferensi Wilayah. 

(4) Konferensi Cabang. / Konferensi Cabang Istimewa 
(5) Konferensi Anak Cabang. 

(6) Rapat anggota ranting 

(7) Rapat anggota anak ranting 

8 


5 


kana epa a nn hegota fuar biasa pada tingkatannya masing- 


masing. 


BAB XI 
Pasal 11 
KEUANGAN 


Keuangan organisasi diperoleh dari: 
O Mang bendokaran 


(3) Usaha-usaha yang halal 
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(4) Bantuan-bantuan yang tidak mengikat. 


BAB XII 
Pasal 12 
LEMBAGA/YAYASAN FATAYAT NU 


Bila diperlukan, Fatayat NU dapat membentuk Lembaga/Yayasan yang 
mendukung pelaksanaan program-program organisasi. 


BAB XIII 
Pasal 13 
PERALIHAN 


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini diatur dalam 
Peraturan Rumah Tangga. 
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


BAB XIV 
Pasal 14 
PENUTUP 


Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres. 


Ditetapkan di :Jakarta 
Pada tanggal :20 Rajab 1431 H 


03 Juli 2010 
KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 
Ketua, Sekretaris, 
Dra. Hj. Saidah Sakwan, M. Ag Hj. Siti Hayyinah, SE 
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PERATURAN RUMAH TANGGA FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
(PRT FATAYAT NU) 


BABI 
Pasal 1 
ARTI LAMBANG 


(1) Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci. 
(2) Tegaknya bunga melati di atas dua helai daun berarti dalam setiap gerak 
langkahnya, Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan Muslimat 


(3) NY dalam sebuah bintang berarti gerak langkah, Fatayat NU selalu 
berlandaskan Perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul. 

(4) Delapan bintang berarti empat khalifah dan empat mazhab. 

(5) Dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar dari 
Ahlussunnah wal Jamaah. 

(6) FATAYAT NU adalah organisasi pemudi atau perempuan muda Islam 
yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah 

(7) Dilukis dengan warna putih di atas warna dasar hijau berarti kesucian 
dan kebenaran. 


BAB II 
Pasal 2 
KEANGGOTAAN 


(1) Anggota biasa adalah setiap pemudi atau perempuan muda Islam yang 
berumur minimal 20 tahun dan maksimal berusia 45 tahun. 

(2) Anggota kehormatan adalah pemudi dan atau perempuan muda Islam 
yang pernah menjadi pengurus Fatayat NU atau orang yang memiliki 
keahlian khusus yang berkomitmen terhadap Fatayat NU sesuai dengan 
kemampuannya. 
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Pasal 3 
PENERIMAAN DAN PENETAPAN ANGGOTA 


(1) Anggota Biasa: 
a. Pemudi atau perempuan Islam yang memiliki komitmen kepada Fatayat 


Nih edantidak berafiliasi dengan organisasi lain yang tidak satu visi 


b. Melalui rekrutmen: 

1) Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan 
Anak Ranting Fatayat NU setempat dengan mengisi formulir anggota 
baru. 

2) Permintaan dapat diajukan oleh Pimpinan Ranting atau Pimpinan 
Anak Cabang sebagai koordinator anggota di daerahnya untuk 
diteruskan kepada Pimpinan Cabang Fatayat NU dengan tembusan 
kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat 


(2) Anggota Kehormatan 

a. Anggota kehormatan dapat diajukan dan atau diminta oleh pengurus 
Fatayat NU di tingkatan masing-masing 

b. Anggota Kehormatan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) 
diajukan secara tertulis kepada pengurus Fatayat NU di tingkatannya 
dengan tembusan pimpinan Fatayat NU setingkat di atasnya. 

c. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pimpinan Fatayat NU di 
tingkatan masing-masing 


Pasal 4 
(1) Anggota Biasa : KEWAJIBAN ANGGOTA 
a. Mentaati PD/ PRT dan ketentuan-ketentuan organisasi. 
b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi. 
c. Aktif dalam pelaksanaan program organisasi. 
d. Membayar uang iuran sesuai kemampuan di tingkatan masing- 
masing. 
(2) Anggota Kehormatan : 
a. Mentaati PD/ PRT dan ketentuan-ketentuan organisasi. 
b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi. 
c. Aktif melaksanakan komitmennya guna pembinaan organisasi 
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Pasal 5 
HAK ANGGOTA 


(1) Hak Anggota Biasa : 
a. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi. 
b. Mengeluarkan pendapat, saran dan kritik baik lisan maupun tertulis 


c Selam Bah ARAHAN SHAH pengurus. 


d. Mendapatkan informasi tentang perkembangan organisasi 


(2) Hak Anggota Kehormatan : 
a. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh organisasi 
b. Dapat mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan 
secara lisan maupun tulisan dalam rapat pleno atau rapat khusus yang 
dianggap penting. 
c. Mendapatkan informasi tentang perkembangan organisasi. 


KETENTURN! PNGGOTA 


(1) Anggota tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi 
lain yang bertentangan dengan tujuan NU 

(2) Anggota tidak diperkenankan mendukung atau membantu organisasi 
lain yang merugikan organisasi Fatayat NU. 

(3) Anggota tidak diperkenankan mempergunakan nama atau atribut 
organisasi untuk kepentingan pribadi. 


Pasal 7 


SYARAT MENJADI PENGURUS 


(1) Seorang dapat menjadi Ketua Umum: 

a. Pernah menjadi pengurus Fatayat NU minimal satu periode secara 
aktif di tingkatannya masing-masing. 
Berusia maksimal 45 tahun. 

c. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Badan Otonom, 
Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya. 
Pernah mengikuti pengkaderan formal yang ada di Fatayat NU. 

e. Berdomisili di wilayahnya masing-masing. 


(2) Penang dini mene eng ye Fatayat NU : 


b. Pernah menjadi pengurus Organisasi Badan Otonom NU atau 
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organisasi lain yang menyetujui dan mentaati PD/ PRT Organisasi 
Fatayat NU 


Pasal 8 
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS 


Atas permintaan sendiri 

Diberhentikan oleh Pimpinan Organisasi apabila : 

a. Terbukti tidak mentaati PD/ PRT dan peraturan organisasi. 

b. Terbukti mencemarkan nama baik organisasi. 

c. Terbukti menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan 
organisasi baik materiil dan atau immaterial. 

d. Tidak aktif dalam kepengurusan sekurang-kurangnya 6 (enam) 
bulan lamanya. 


CARA PEMBEREPENTIAN ANGGOTA 


Sebelum dilaksanakan pemberhentian terlebih dahulu diberi peringatan 
secara tertulis sebanyak 3 kali . 


Setelah 3 (tiga) kali peringatan ternyata tidak diindahkan, maka 
pemberhentian dapat dilakukan. 


Anggota yang telah diberhentikan dapat naik banding dan keputusan 
terahir berada di Pimpinan Pusat. 


Jika berkeberatan, Anggota dan pengurus yang telah diberhentikan 


dapat naik banding dan keputusan terakhir berada di Majelis Arbitrase 
di tingkatan masing-masing 


Pasal 10 
MAJELIS ARBITRASE, 


Majelis Arbitrase adalah majelis yang berfungsi untuk membantu 
menyelesaikan persoalan organisasi yang tidak dapat diselesaikan oleh 
pengurus 


(2) Majelis Arbitrase terdiri dari Ketua Syuriyah NU, Penasehat , Pembina 


dan Pimpinan Fatayat NU setingkat di atasnya. 
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Pasal 11 
PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI 


(1) Pengurus yang tidak aktif/tidak melaksanakan tugas kepengurusan 
selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dikenakan sanksi organisasi 
sesuai ketentuan pasal 8; 


(2) Pengayaan mea pen sintan oreagirasb angan adka melakukan 
Pleno dan atau tim yang dibentuk untuk melakukan klarifikasi/tabayyun. 

(3) Bila dalam proses klarifikasi ternyata terbukti melakukan pelanggaran 
maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi. 

(4) Jenis sanksi diberikan mulai dari teguran, pernyataan maaf, 
mengembalian aset yang dikuasai secara tidak sah sampai dengan 
Pemberhentian/ pemecatan sesuai dengan jenis pelanggaran. 

(5) Apabila Majelis Arbitrase tidak dapat menyelesaikan maka dapat 
menempuh jalur hukum. 


PASAL 12 
PERGANTIAN ANTAR WAKTU 


Setelah pemberhentian pengurus, maka diadakan pergantian antar waktu 
yang diatur dan ditetapkan dalam rapat pleno dan disahkan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 


BAB III 
TINGKAT PIMPINAN 
Pasal 13. 


1) Pimpinan Pusat disingkat PP di tingkat Nasional ,— | 
2) Pimpinan Wilayah disingkat PW di tingkat Propinsi/ Daerah Istimewa 


(DI). 

(3) Pimpinan Cabang disingkat PC di tingkat Kabupaten/Kota/ Daerah 
Khusus yang terdapat PC NU. 

4) Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI di Luar Negeri. 

5) Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC di tingkat Kecamatan 

6) Pimpinan Ranting disingkat PR di tingkat Kelurahan/ Desa/ Dusun. 

7) Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR berbasis masjid atau mushalla. 


( 
( 
( 
( 
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BAB IV 
SUSUNAN PENGURUS 
Pasal 14 
PIMPINAN PUSAT 


Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara dan merupakan 


(2) Rppinan teringin fitangkat Neak NU terdiri dari: 


1. 
2. 


3. 


4. 


5. 


Penasehat (Ketua PBNU). 

Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua Umum dan Mantan 
pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan organisasi. 

Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan 
kontribusi kepada Fatayat NU 

Pengurus Harian: 

Ketua Umum 

Ketua I 


Ketua Hi 

Ketua IV 

Ketua V 

Ketua VI 

Ketua VII 
Sekretaris Umum 
Sekretaris I 
Sekretaris II 
Sekretaris III 
Bendahara Umum 


Bendahara h 
Bidang-bidang terdiri dari: 


a. Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan 
Pengkaderan) 


b. Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 

c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 
d. Bidang Sosial, Seni dan Budaya 

e. Bidang Ekonomi 

f. Bidang Dakwah 

g. Bidang Penelitihan dan Pengembangan 


6. Lembaga/ Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 
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Pasal 15 
PIMPINAN WILAYAH 


(1) Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibu kota propinsi dan merupakan 
pimpinan tertinggi di tingkat wilayah 


A NU terdiri dari: 


Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua Umum dan 
Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan 
organisasi. 

3. Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan 
kontribusi kepada Fatayat NU 

4. Pengurus Harian: (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, maksimal 
sesuai dengan jumlah bidang) : 
Ketua Umum 
Ketua I 


ketua fhr 

Ketua IV 
Sekretaris Umum 
Sekretaris I 
Sekretaris II 
Bendahara Umum 
Bendahara I 
Bendahara II 


5. Bidang-bidang (dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
Wilayah, Jenis bidang Da ada PP); 


ang Pengem anisasi (Organisasi, Pendidikan dan 
Pengkaderan) 


b. Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 

c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 
d. Bidang Sosial, Seni dan Budaya 

e. Bidang Ekonomi 

f. Bidang Dakwah 

g- 


Bidang Penelitihan dan Pengembangan 


6. Lembaga/Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan 
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Pasal 16 
PIMPINAN CABANG 


(1) Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota/Kotip 
dan merupakan pimpinan ter-tinggi di tingkat Cabang 


(2) Keppa Kempiman Gabpaniajayat NU terdiri dari: 

2. Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua Umum dan 
Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan 
organisasi. 

3. Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan 
kontribusi kepada Fatayat NU 

4. Pengurus Harian (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, maksimal 
sesuai dengan jumlah bidang) : 

Ketua 
Wakil Ketua I 


Wakil Kejua II 
Wakil Sekretaris 
Bendahara 
Wakil Bendahara 
5. Bidang-bidang (dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
Cabang, Jenis bidang sesuai dg PW): 
a. Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan 
Pengkaderan) 
b. Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 
Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 


g 


; Bida ne prak y Seni dan Budaya 


d 

f. Bidang Dakwah 

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan 
L 


6. Lembaga/ Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhan 


Pasal 17 
PIMPINAN CABANG ISTIMEWA 


(1) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri dan 
merupakan Pa ter-tinggi tingkat Cabang Istimewa. 


2) Keppng Ur SA KEP inan a na Fatayat NU terdiri dari: 
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2. Pembina adalah tim yang terdiri dari Mantan Ketua Umum dan 
Mantan pengurus yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan 
organisasi. 

3. Dewan kehormatan adalah individu yang mampu memberikan 
kontribusi kepada Fatayat NU 

4. Pengurus Harian (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, maksimal 


sesuai dengan jumlah bidang) : 


Wakil Ketua I 
Wakil Ketua II 
Sekretaris 
Wakil Sekretaris 
Bendahara 
Wakil Bendahara 
5.Bidang-bidang (dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
Cabang Istimewa, Jenis bidang sesuai dg PP): 
a. Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan 


bengka Sae Politik dan Advokasi 


b. 
c. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 
d. Bidang Sosial, Seni dan Budaya 
e. Bidang Ekonomi 
f. Bidang Dakwah 
g. Bidang Penelitihan dan Pengembangan 
6. Lembaga/ Yayasan dibentuk sesuai dengan kebutuhanTetap 
Pasal 18 
PIMPINAN ANAK CABANG 


(1) 


Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan 
merupakan pimpinan tertinggi di tingkat Anak Cabang 
Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU terdiri dari : 
1. Penasehat (Ketua MWC NU) 
2.Pembina 
3.Pengurus Harian (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, maksimal 
sesuai dengan jumlah bidang) : 
Ketua 
Wakil Ketua I 
Wakil Ketua II 
Sekretaris 
Wakil Sekretaris 
Bendahara 
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Wakil Bendahara 


4.Bidang-bidang. 


Bidang-bidang dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi Anak 
Cabang, jenis bidang disesuaikan dengan PC 


PIMPINAN RM NTING 


(1) Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa /Kelurahan dan merupakan 
pimpinan tertinggi di tingkat Ranting 
(2) Kepengurusan Pimpinan Ranting Fatayat NU terdiri dari: 


1. 
2. 
3. 


Penasehat (Ketua PR NU) 

Pembina 

Pengurus Harian : (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, maksimal 
sesuai dengan jumlah bidang) : 

Ketua 


Waktu ketua 

Wakil Sekretaris 

Bendahara 

Bidang-bidang , dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi Pimpinan 
Ranting, jenis bidang disesuaikan dengan PAC ) 


Pasal 20 
PIMPINAN ANAK RANTING 


(1) Pimpinan Anak Ranting berkedudukan di Pesantren, Masjid atau 


ai 


pengurusan Pimpinan AA KAN Ayai NG an ing 


Penasehat (Ketua PAR/PR NU) 
Pembina 


Pengurus Harian : (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, maksimal 
sesuai dengan jumlah bidang) : 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 


Bidanesbidangi dikentuk serah kekutuhancdan kondisi Pimpinan 
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BAB V 
Lembaga, Yayasan dan Ikatan Alumni 
Pasal 21 
Lembaga 


(1) keanberkciredakherjperdaghaki, #ianiras. yang dibentuk untuk 


a. LKP3A adalah Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dibentuk di tingkat Cabang dengan tugas 
memberikan konseling dan pendampingan kepada Perempuan dan 
Anak korban kekerasan 


b. Bina Balita adalah lembaga yang memfasilitasi perkembangan dan 
kelangsungan hidup anak. Dibentuk di tingkat Pimpinan Cabang 
Fatayat NU. 


c. PIKER adalah Pusat Layanan Informasi dan Konseling Kesehatan 
Reproduksi. Dibentuk di tingkat Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU 

d. Fordaf, adalah Forum Da'iyah Fatayat NU yang dibentuk di tingkat 
Pimpinan Cabang Fatayat NU. 


e. Yasmin adalah koperasi fatayat NU yang dibentuk di tingkat Pimpinan 
Cabang Fatayat NU. 


Pasal 22 
YAYASAN 


(1) Yayasan adalah perangkat yang dapat dibentuk dan bertanggungjawab 
oleh dan kepada Pimpinan Fatayat NU sesuai tingkatannya. 


(2) Yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Fatayat NU dapat berkoordinasi dan 
bekerjasama antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal 


(3) Pendiri Yayasan Fatayat NU adalah ex officio kepengurusan di Fatayat NU 


Pasal 23 
IKATAN ALUMNI FATAYAT 


Ikatan Alumni Fatayat NU (IAF-NU) adalah forum ikatan silaturahim alumni 
pengurus Fatayat NU, yang berfungsi memberikan kontribusi baik moril 
maupun materil kepada Pimpinan Fatayat NU di tingkatannya masing- 
masing. 
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BAB VI 
PIMPINAN DAN DAERAH TERITORIAL 
Pasal 24 


A. PIMPINAN PUSAT 

(1) Pimpinan Pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
organisasi yang menerima amanat dari Kongres untuk melaksanakan 
tugas-tugas organisasi. 

(2) Daerah teritorialnya meliputi seluruh wilayah RI. 

(3) Dalam melaksanakan tugas desentralisasinya, Pimpinan Pusat dapat 
membentuk Koordinator Wilayah atas persetujuan Wilayah-wilayah 
terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk masing- 
masing zona 


B. PIMPINAN WILAYAH 


(1) Pimpinan Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
organisasi yang menerima amanat dari konferensi Wilayah untuk me- 
laksanakan tugas-tugas organisasi. 

(2) Dalam setiap Propinsi/ Daerah Istimewa hanya dapat didirikan satu 
Pimpinan Wilayah. 

(3) Apabila dibutuhkan, dalam melaksanakan tugas desentralisasi 
Pimpinan Wilayah dapat membentuk Koordinator Daerah dengan 
persetujuan cabang. yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan 
Bendahara. 


C. PIMPINAN CABANG 

(1) Pimpinan cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
dpan a yang menerima amanat dari Konferensi Cabang untuk 
melaksanaKan tugas-tugas organisasi. 

(2) Dalam setiap Kabupaten/Kota dapat didirikan satu Cabang dengan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) PAC, kecuali dalam kondisi khusus. 

(3) Apabila dibutuhkan, dalam melaksanakan tugas desentralisasi 
Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Anak Cabang 
dengan persetujuan Anak Cabang yang terdiri dari seorang Ketua, 
Sekretaris dan Bendahara. 


D. PIMPINAN CABANG ISTIMEWA 


(1) Binapingng Gabas datin en adalah memasang kebunsaani tertingga 


Istimewa untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. 
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(2) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Negara lain yang 
terdapat Kedutaan Besar Republik Indonesia 


(3) Pimpinan Cabang Istimewa dapat didirikan apabila sekurang- 
kurangnya terdapat minimal 10 anggota 


(4) Bila memungkinkan PCI dapat membentuk PAC dan PR yang 


pengaturannya disamakan dengan PAC dan PR. 
E. PIMPINAN ANAK CABANG 


(1) Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
organisasi yang menerima amanat dari Konferensi Anak Cabang 
untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. 


(2) Anak Cabang dapat dibentuk dalam satu kecamatan atau yang 
disamakan dengan itu, 


(3) Pimpinan Anak Cabang dapat didirikan apabila terdapat minimal 3 
(tiga) ranting. 


F. PIMPINAN RANTING 


(1) Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
organisasi yang menerima amanat dari Rapat Anggota Ranting untuk 
melaksanakan tugas-tugas organisasi. 


(2) Pimpinan Ranting dapat didirikan dalam satu Kelurahan/ 
Desa/ Dusun atau yang disamakan, apabila terdapat paling sedikit 10 
anggota. 


(3) Apabila dalam satu desa dipandang perlu didirikan lebih dari satu 
ranting yang pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Cabang 
atas usulan Pimpinan Anak Cabang masing-masing. 


G. PIMPINAN ANAK RANTING 


(1) Pimpinan Anak Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
organisasi yang menerima amanat dari Rapat Anggota untuk 
melaksanakan tugas-tugas organisasi. 


(2) Pimpinan Anak Ranting dapat didirikan dalam satu Masjid atau 
Mushalla, apabila terdapat paling sedikit 10 anggota. 
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BAB VII 
KEWAJIBAN DAN HAK PIMPINAN 
Pasal 25 
PIMPINAN PUSAT 


(1) Pimpinan Pusat berkewajiban: 


Melaksanakan Keputusan Kongres. 

Mengesahkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang; 

Membina dan mengkoordinasikan cabang-cabang di wilayah nya. 
Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi 
Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar, 
Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar. 


MP AN Tp 


(2) Pimpinan Pusat berhak: 
a. Mengambil keputusan, kebijaksanaan, dan mengeluarkan pernyataan 
terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu, selama tidak 


b. MERBENS gaden gangsa dan iuga pan isagi penghargaan terhadap 
kinerja Pimpinan Wilayah dan Cabang; dan 
c. Meminta laporan kegiatan PW dan PC. 


Pasal 26 
PIMPINAN WILAYAH 


(1) Pimpinan Wilayah berkewajiban: 
a. Melaksanakan keputusan Konferensi Wilayah dan memberikan 
laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan 


b Mafinga menjalankan KENA ea aA WS yan nya. 
i Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi. 
e. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar. 


(2) Pimpinan Wilayah berhak: 

a. Mengambil keputusan, kebijaksanaan, dan mengeluarkan pernyataan 
terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu, selama tidak 
bertentangan dengan asas dan tujuan peraturan organisasi 

b. Memberi saran, peringatan dan meminta pertanggungjawaban atas 
kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat. 


c. Men gesah an Pimp lina nak Cabang 
Melak sanakan perdi turan dan program organisasi 
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e. Memberikan teguran kepada Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang 
yang melanggar AD-ART 


Pasal 27 
PIMPINAN CABANG 


A) Pimpinan Kahaagderkeyakiham Konferensi Cabang dan memberikan 
laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan. 
b. Setia dan taat menjalankan kebijaksanaan Pimpinan Pusat 

Mengesahkan Pimpinan Ranting dan Anak ranting 

d. Membina dan mengkoordinasi kan Anak Cabang dan Ranting di 
wilayahnya. 

e. Melaksanakan peraturan dan program organisasi 

f. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam mau pun 
keluar. 

g. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan kepada 


n MRA ANG EB E “Gr KAL! kerja 
masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan 
tembusan Pimpinan Wilayah 


Aa 


(2) Pimpinan Cabang Berhak: 


a. Mengambil keputusan, kebijakan dan mengeluarkan pernyataan 
terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan 
dengan asas, peraturan dan tujuan organisasi 

b. Memberi saran, peringatan dan meminta pertanggungjawaban atas 

kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat. 

Memberi Sara , teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap 

kinerja Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.Tetap 


Pasal 28 
PIMPINAN CABANG ISTIMEWA 


(1) Pimpinan Cabang Istimewa berkewajiban: 
a. Melaksanakan keputusan Konferensi Cabang Istimewa dan 
memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan 
b. Setia dan taat menjalankan kebijaksanaan Pimpinan Pusat. 


c. Mengangkat dan mengesahkan Pimpinan Anak Cabang dan 
Pimpinan Ranting. 
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d. Membina dan mengkoordinasikan Anak Cabang dan Ranting di 
luar negeri yang menjadi tanggungjawabnya 

e. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi 

f. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam mau pun 
keluar. 

g. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan kepada 


h. Maran ngat tata AANG luar biasa yang terjadi di wilayah kerja 
masing-masing secara tertulis kepada Pimpinan Pusat 


(2) Pimpinan Cabang Istimewa Berhak: 


a.Mengambil keputusan, kebijak sanaan dan mengeluarkan pernyataan 
terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan 
dengan asas dan tujuan peraturan organisasi. 

b.Memberi saran, peringatan dan meminta pertanggung jawaban atas 
kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Pusat. 


c Maea noian ARE bdg A Pimpi Bark angan, feep P 


Pasal 29 
PIMPINAN ANAK CABANG 


(1) Pimpinan Anak Cabang berkewajiban: 
a. Melaksanakan keputusan Konferensi Anak Cabang dan memberikan 
laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan 
Setia dan taat menjalankan kebijaksanaan Pimpinan Cabang 
Membina dan mengkoordinasi kan Ranting-ranting di wilayah nya. 
Penuaan organisasi baik kedalan maupun keluar. 
Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan kepada 
PW Fatayat NU dengan tembusan ke PC Fatayat NU 
g. Melaporkan kejadian yang luar biasa yang terjadi di wilayah kerja 
masing-masing secara tertulis kepada PW Fatayat NU dengan 
tembusan ke PC Fatayat NU 


mp3 np 


(2) Pimpinan Anak Cabang Berhak: 

a. Mengambil keputusan, kebijaksanaan dan mengeluarkan pernyataan 
terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan 
dengan asas dan tujuan organisasi. 

b. Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh 
Pimpinan Cabang 
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Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap 
kinerja Pimpinan Ranting. 


Pasal 30 
PIMPINAN RANTING 


(1) Pimpinan Ranting berkewajiban: 
a. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan memberi kan laporan 


pertanggung jawaban di akhir masa jabatan. 


b. Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Anak Cabang 


C. 


Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di 
wilayahnya. 


d. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi 
e. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar. 


f. 


Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan kepada PC 
Fatayat NU dengan tembusan ke PAC Fatayat NU 


sun San Lani Kepada PORNO IR dyana 


ke PAC Fatayat NU. 


(2) Pimpinan Ranting Berhak: 


a. 


Mengambil keputusan, kebijak sanaan dan mengeluarkan per nyataan 
terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan 
dengan asas dan tujuan organisasi. 

Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh 
Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang 

Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap 


kinerja AnggotaTetap 


Pasal 31 
PIMPINAN ANAK RANTING 


(1) Pimpinan Anak Ranting berkewajiban: 


a. 


b. 
C. 


Melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan memberi kan laporan 
pertanggung jawaban di akhir masa jabatan 

Setia dan taat menjalankan kebijakan Pimpinan Ranting 

Membina dan mengkoordinasikan anggota Fatayat NU di 


wilayahnya. 


. Mengusahakan tercapainya program dan tujuan organisasi 
. Bertanggung jawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar. 


45 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


f. Memberikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan kepada 
PAC Fatayat NU dengan tembusan ke PR Fatayat NU 

g. Melaporkan kejadian yang luar biasa yang terjadi di wilayah kerja 
masing-masing secara tertulis kepada PAC Fatayat NU dengan 
tembusan ke PR Fatayat NU 


2 Pimpinan ANA Ranting Berhak ijakan dan mengeluarkan pernyataan 
terutama tentang hal-hal yang dianggap perlu dan tidak bertentangan 
dengan asas dan tujuan organisasi. 

b. Meminta pertanggung-jawaban atas kebijakan yang diambil oleh 
Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang 

c. Memberi saran, teguran, peringatan maupun penghargaan terhadap 
kinerja Anggota 


Pasal 32 
PENGHARGAAN 


(1) Pimpinan Fatayat NU dapat memberikan penghargaan kepada anggota 
dan atau orang yang berjasa terhadap organisasi. 

(2) Jenis dan mekanisme penyampaian penghargaan ditentukan oleh 
pimpinan organisasi. 


BAB VIII 
PERMUSYAWARATAN 
Pasal 33 
KONGRES 


(1) Ketentuan Umum: 

a. Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pimpinan Pusat 
Fatayat NU. 

b. Kongres mempunyai kekuasaan tertinggi 

c. Kongres dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan 
Cabang dan undangan Pimpinan Pusat 

d. Yang mempunyai hak suara adalah Ketua Domisioner, Pimpinan 
Wilayah dan Pimpinan Cabang. 

e. Kongres dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah 
Wilayah dan Cabang yang sah. 


f. Apabil tidak hi , maka keput laksa- 
Apabila Kenanga AAS memenuhi), quora keputusan pelaksa 
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g. Bagi PW dan atau PC yang tidak menghadiri Konggres dianggap 
menyetujui hasil dan atau keputusan Konggres. 

h. Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak tercapai maka diputuskan secara voting. 


(2) Tugas dan Wewenang: 

a. Menggyaluasi pelaksanaan program PP Fatayat NU selama satu 
b. Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban 
Pimpinan Pusat Fatayat NU. 

Membahas dan menetapkan kebijakan -kebijakan organisasi, 

Merubah dan menetapkan PD/ PRT. 

Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat 

Memilih dan menetapkan tim Formatur 


moop 


Pasal 34 
KONFERENSI BESAR 


(1) Konferensi Basar (KONBES) dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Fatayat 
NU 

(2) Konferensi Besar dihadiri oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah 

(3) Konferensi Besar mengevaluasi program dan membicarakan hal-hal yang 
dipandang perlu. 

(4) Keputusan Konferensi Besar tidak dapat mengubah PD/PRT dan 
Mandataris Kongres. 

(5) Konferensi Besar diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu 
periode. 


(6) Konferensi Besar mengevaluasi rogram, memberikan usulan materi 
ongres dan membicarakan hal-hal yang dipandang perlu. 


Pasal 35 
KONFERENSI WILAYAH 


(1) Ketentuan Umum: 
a. Konferensi Wilayah (Konferwil) diadakan 5 tahun sekali, dilaksanakan 
oleh Pimpinan Wilayah 
b. Konferensi dihadiri oleh PP Fatayat NU, PW Fatayat NU, Korda, PC 
Fatayat NU yang sah dan undangan... . 
c. Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu cabang 
yang sah. 
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d. Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan cabang. 
e. Apabila Konferensi Wilayah tidak memenuhi guorum, maka 
keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir 

f. Bagi PC yang tidak menghadiri Konferensi Wilayah dianggap 
menyetujui hasil keputusan Konferensi Wilayah. 

g. Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak tercapai maka diputuskan secara voting 

(2) Tugas dan Wewenang: 

a. Mengevaluasi pelaksanaan program PW Fatayat NU selama satu 
periode 

b. Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban PW 
Fatayat NU. 

c. Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja dan 
rekomendasi. 

d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PW Fatayat NU. 

e. Memilih dan menetapkan tim Formatur 


Pasal 36 
KONFERENSI CABANG 


(1) Ketentuan Umum: 


a. 


b. 


ga 


Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 5 tahun sekali, dilaksanakan 
oleh pimpinan cabang. 
Konferensi Cabang dihadiri oleh PW, PC, PAC dan Ranting Fatayat NU 
yang sah dan undangan. 

Konperensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu PAC 
dan PR yang sah. 

Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Cabang dan Pimpinan 
Rantin 

Apabila Konperensi Cabang tidak memenuhi guorum, maka 
keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir 

Bagi PAC dan PR yang tidak menghadiri Konperensi Cabang 
dianggap menyetujui hasil dan atau keputusan Konperensi Cabang. 

Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak tercapai maka diputuskan secara voting 


(2) Tugas dan wewenang : 


a. 


Mengevaluasi pelaksanaan program PC Fatayat NU selama satu 
periode. 


Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban PC 
Fatayat NU. 
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c. Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja dan 
rekomendasi. 

d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PC Fatayat NU. 

e. Memilih dan menetapkan tim Formatur 


KONFERENSI CAHANG ISTIMEWA 


(1) Ketentuan Umum: 

a. Konferensi Cabang Istimewa diadakan 4 (empat) tahun sekali, dan 
dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Istimewa. 

b. Konferensi dihadiri oleh PP, PCI dan anggota atau PAC dan PR 
Fatayat NU yang sah serta undangan. 

c. Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu pemilik 
suara yang sah. 

d. Yang mempunyai hak suara adalah anggota, apabila telah memenuhi 


ketenangan, 24-49), maka yang mempunyai hak suara adalah 


e. Apabila Konferensi Cabang Istimewa tidak memenuhi quorum, maka 
keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir 

f. Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak tercapai maka diputuskan secara voting 


(2) Tugas dan wewenang : 

a. Mengevaluasi pelaksanaan program PCI Fatayat NU selama satu 
periode 
b. Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban PCI 
Ca PN Paha dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja dan 
rekomendasi. 
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PCI Fatayat NU. 
e. Memilih dan menetapkan tim Formatur 


Pasal 38 
KONFERENSI ANAK CABANG 


(1) Ketentuan Umum: 
a. Konferensi Anak Cabang (Konferancab) diadakan 4 tahun sekali, dan 


dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang. 
Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh PË, PAC, PR dan PAR Fatayat 


NU yang sah dan undangan. 
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c. Konferensi dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dan PR 
yang sah. 

d. Yang mempunyai hak suara adalah Pimpinan Ranting dan Anak 
Ranting. 

e. Apabila Konferensi Anak Cabang tidak memenuhi quorum, maka 
keputusan pelaksanaannya diserahkan kepada peserta yang hadir. 


f BagiPR vang.tidak menghadiri Konferensi, Anak, Rebang dianggap 
g. Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak tercapai maka diputuskan secara voting 


(2) Tugas dan wewenang : 

a. Mengevaluasi pelaksanaan program PAC Fatayat NU selama satu 
periode 
b. Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban PAC 
Fatayat NU. 
c. Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja dan 


d. Pan keenakan Ketua Umum PAC Fatayat NU. 
e. Memilih dan menetapkan tim Formatur 


Pasal 39 
RAPAT ANGGOTA RANTING 


(1) Ketentuan Umum: 
a. Rapat Anggota diadakan 4 tahun sekali, dan dilaksanakan oleh 


pimpinan ranting. 
. R A ihadiri 
b k tapat £ an dil | adiri oleh PAC dan anggota PR Fatayat NU yang 
c. Rapat Anggota dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dan 
anggota. 


d. Yang mempunyai hak suara adalah masing-masing anggota 

e. Apabila Rapat Anggota tidak memenuhi quorum, maka keputusan 
pelaksanaan nya diserahkan kepada anggota yang hadir 

f. Bagi anggota yang tidak menghadiri Rapat Anggota dianggap 
menyetujui hasil dan atau keputusan Rapat Anggota 

g. Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak tercapai maka diputuskan secara voting 


(2) Tugas dan wewenang : 
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a. Mengevaluasi pelaksanaan program PR Fatayat NU selama satu 
periode 

b. Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban PR 
Fatayat NU. 

c. Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja dan 
rekomendasi. 


d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PR Fatayat NU. Dan pengurus 


Pasal 40 
RAPAT ANGGOTA ANAK RANTING 


(1) Ketentuan Umum : 
a. Rapat Anggota diadakan 4 tahun sekali, dan dilaksanakan oleh 
Pimpinan Anak Ranting. 
b. Rapat Anggota dihadiri oleh PAR Fatayat NU yang sah dan undangan. 
c. Rapat Anggota dianggap sah jika dihadiri oleh separuh lebih satu dan 


d. VPS Mempunyai hak suara adalah masing-masing anggota 

e. Apabila Rapat Anggota tidak memenuhi quorum, maka keputusan 
pelaksanaan nya diserahkan kepada anggota yang hadir 

f. Bagi anggota yang tidak menghadiri Rapat Anggota dianggap 
menyetujui hasil dan atau keputusan Rapat Anggota 

g. Keputusan dianggap sah apabila diputuskan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak tercapai maka diputuskan secara voting 

(2) Tugas dan wewenang : 
a. Mengevaluasi pelaksanaan program PAR Fatayat NU selama satu 


periode 
b. Menerima atau tidak menerima laporan pertanggungjawaban PAR 
Fatayat NU. 
C. Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi, program kerja dan 
rekomendasi. 
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PAR Fatayat NU. Dan 
pengurus lengkap. 
BAB IX 
Pasal 41 


PEMBENTUKAN PW DAN PC DI DAERAH PEMEKARAN 


g E e Fatayat NU di daer h pemekaran Dana 
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Karetaker bertugas melaksanakan Konferensi PW/PC Fatayat NU di 
daerah pemekaran 

Karetaker melaporkan hasil tugasnya kepada PW/PC Fatayat NU induk 
dengan tembusan kepada Pimpinan Fatayat setingkat diatasnya. 
Pengesahan PW/PC Fatayat NU di Daerah Pemekaran, dilakukan sesuai 
dengan prosedur. 


Pasal 42 
RAPAT KERJA 


(l)Rapat Kerja dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam periode 
kepengurusan. 


(2) Rapat Kerja dilaksanakan oleh pimpinan organisasi pada tingkatannya 
masing-masing: 


a. 


Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh PP dan dihadiri oleh 
Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah. 

Barat Kgja aa anakan oleh PW dan dihadiri Pimpinan 
Rapat Keja Cabang dilaksanakan oleh PC dan dihadiri Pimpinan 
Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Ranting. 

Rapat Kerja Cabang Istimewa, dilaksanakan oleh PCI dihadiri oleh PCI 
dan anggota atau PAC dan Ranting 

Rapat Kerja Anak Cabang dilaksanakan oleh PAC, Pimpinan Ranting 
dan Pimpinan Anak Ranting 

Rapat Kerja Ranting dilaksanakan oleh PR dihadiri oleh pengurus 
Ranting. 

Rapat Kerja Anak Ranting dilaksanakan oleh PAR di hadiri oleh 


pengurus anak ranting. 


Pasal 43 
RAPAT PIMPINAN 


Dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus pada masing-masing tingkatan. 


a. 


Rapat Pengurus Harian, dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus 
Harian di masing-masing Tingkatan sekurang-kurangnya satu bulan 
sekali. 


Rapat Pleno, dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Harian, Bidang 
dan atau Lembaga/ Yayasan di masing-masing tingkatan, sekurang- 
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kurangnya tiga bulan sekali. 


Pasal 44 
KONGRES LUAR BIASA, KONFERENSI LUAR BIASA DAN 
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA 


(1) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat. 


(2) Konferensi Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan ditingkatannya 
masing-masing. 

(3) Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan ditingkatan 
masing-masing. 

(4) Kongres Luar Biasa/Konferensi Luar Biasa/Rapat Anggota Luar Biasa 
dapat diselenggarakan atas permintaan separuh lebih satu dari pemilik 
suara yang sah. 


(5) Kongres Luar Biasa/Konferensi Luar Biasa/Rapat Anggota Luar biasa 
dapat dilaksanakan, apabila ; 


a. Mandataris terbukti tidak dapat melaksanakan amanat 
Kongres/Konperensi/Rapat Anggota maksimal 1 (satu) tahun 
setelah terpilih 

b. Mandataris terbukti melangggar PD/PRT 

(6) Kongres/Konperensi/Rapat Anggota Luar Biasa dapat mengubah 
mandataris. 

(7) Mandataris yang dipilih oleh Kongres/Konferensi/Rapat Anggota Luar 
Biasa hanya untuk menyelesaikan sisa masa jabatan. 


BAB X 
Pasal 45 
MASA JABATAN 


(1) Masa Jabatan masing-masing pimpinan : 
a. PP, PW, dan PC Fatayat NU adalah 5 (lima) tahun 
b. PAC Fatayat NU adalah 4 (empat) tahun 
c. PR dan PAR Fatayat NU adalah 4 (empat) tahun 
(2) Masa jabatan lembaga/yayasan sesuai dengan masa kepengurusan Fatayat 


NU. 
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(3) Masa jabatan masing-masing pimpinan 2 Periode. 


BAB XI 
Pasal 46 
KEUANGAN 


(1) Kang, endaftaran anggota yang ditetapkan sesuai kondisi masing-masing 


(2) Uang iuran diberikan oleh anggota setiap bulan dengan perincian sebagai 
berikut: 
1 Untuk Pimpinan Anak Ranting 30% 
2 Untuk Pimpinan Ranting 30% 
3 Untuk Pimpinan Anak Cabang 15 % 
4 Untuk Pimpinan Cabang 10 4 
5 Untuk Pimpinan Wilayah 10 % 
6 Untuk Pimpinan Pusat 5 96 


BAB XII 
Pasal 47 
ATURAN ADIMINISTRASI ORGANISASI 


PPAO (Pedoman Pelaksanaan Adminitrasi Organisasi) ditetapkan oleh 
Pimpinan Pusat Fatayat NU. 


BAB XII 
Pasal 48 


PERALIHAN 


(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini akan 
diatur menurut kebijaksanaan Pimpinan Pusat 
(2) Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 


BAB XIII 
Pasal 49 
PENUTUP 


Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU ini hanya dapat diubah oleh Kongres 
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Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 20 Rajab 1431 H 


3 Juli 2010 
Jam : 22:16 
KONGRES XIV FATAYAT NU 
PIMPINAN SIDANG 
Ketua Sekretaris 
Saidah Sakwan, M. Ag Hj. Siti Hayinah, SE 
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KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang 


a. 


b. 


NOMOR: 04/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


PROGRA MAKER A MH SAUDA Kg 0-2015 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


bahwa menjadi tugas Kongres sebagai forum 
permusyawaratan tertinggi dalam organisasi 
Fatayat Nahdlatul Ulama untuk menetapkan 
Program Kerja Masa Khidmat 2010-2015 Fatayat 
Nahdlatul Ulama yang merupakan program 


kera atan AH alan berkbidmad Ngpada 


bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bagian 
dari masyarakat Bangsa Indonesia sejak 
kelahirannya bertujuan terbentuknya pemudi 
dan atau perempuan muda Islam yang bertakwa 
kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, 
beramal, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi 
Agama, Nusa dan Bangsa serta terwujudnya rasa 
kesetiaan terhadap asas, agidah dan tujuan 
Nahdlatul “Ulama dalam menegakkan Syariat 


saya Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai 
organisasi pemudi atau perempuan muda NU 
yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial 
kemasyarakatan dan kebangsaan berusaha 
memperjuangkan hak-hak perempuan dan 
kebutuhan dasar bagi kehidupan meliputi 
pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan 
anggaran yang terencana dan dapat 
dipertanggungjawabkan, 

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 


Pa Nandana DARA pera MA pkan 
Program Empat Tahun dan Anggaran 
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Kedua : Dengan adanya keputusan ini materi yang belum 
tertampung dan tidak bertentangan dengan Program 
Lima Tahun Fatayat NU masa khidmad 2010-2015 ini, 
dapat diatur melalui permusyawaratan sesuai ketentuan 
yang di atur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah 
Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama, 


Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Pimpinan Pusat masa 
khidmad 2010-2015 untuk memimpin dan 
mengkoordinasikan usaha Fatayat Nahdlatul Ulama 
dalam mengemban dan melaksanakan keputusan ini 
bersama-sama dengan seluruh kepengurusan Fatayat 
Nahdlatul Ulama di semua tingkat kepemimpinan, dan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaannya dalam Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 


Ulama: 
K t : Keput ini lai berlak jak t 1 ditet 
Sa Pa a ea 


oleh permusyawaratan setingkat. 


Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 21 Rajab 1431 
04 Juli 2010 

Pukul 11.33 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


PIMPINAN SIDANG 


Ketua Sekretaris 


Dra. Hj. Yana Latifah, S. Sos Hj. Siti Hayinah, SE 
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PROGRAM FATAYAT NU 


BABI 
PENDAHULUAN 


Fatayat NU adalah sebuah organisasi sosial yang bersifat keagamaan, 


bemmsnarokptanngan kekeluargaansi Mrsanirari da beragidah alpa Alina 


mazhab Syafi'i. 


Fatayat NU dibentuk berdasarkan SK PBNU No. 574/ U/Feb/1950 
yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 1950 dan dideklarasikan di Jakarta 
pada tanggal 19 April 1950. Fatayat NU juga diresmikan oleh SK Menteri 
Dalam Negeri yang diamanatkan ke Pimpinan Pusat Fatayat NU pada UU no. 
8 tentang keormasan. Kongres pertama Fatayat NU dilaksanakan pada tanggal 
19 April 1951. Keberadaan Fatayat tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan 
masyarakat NU saat itu tentang perlunya wadah untuk menampung dan 
menyalurkan aspirasi perempuan muda NU Fatayat NU diharapkan mampu 
menggunakan media dakwah diantaranya melalui kesenian samroh, barzanji, 
dibaan dan sebagainya. 


Tugas strategis yang diperjuangkan oleh Fatayat NU adalah 
memperjuangkan hak-hak perempuan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan 
meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pendidikan perempuan 
tertinggal dari kaum laki-laki. Begitu juga dalam hal kesehatan, standar 
minimal pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak masih jauh dibawah standar 
World Health Organisation (WHO). Dalam hal ekonomi, perempuan kurang 
memiliki akses terhada sumbe ekonomi dan an A ibatnya banyak 
perempuan yang memasuki dunia kerja yang rentan kekerasan, seperti 
sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), buruh pabrik, dan Tenaga Kerja Wanita 
(TKW). 


Seiring dengan semakin kompleknya persoalan-persoalan yang muncul 
di masyarakat, tantangan yang akan dihadapi Fatayat NU akan semakin berat. 
Terdapat berbagai persoalan di masyarakat yang mengharuskan Fatayat NU 
untuk meningkatkan komitmennya dalam memperjuangkan isu-isu 
perempuan. Selain itu, persoalan lain yang masih terus membutuhkan 
perhatian adalah masih kuatnya budaya patriarkhat dalam masyarakat yang 


mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan dalam 
berbagai bidang kehidupan. Keadaan tersebut diperparah juga oleh 
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penafsiran-penafsiran keagamaan yang bias jender yang banyak diajarkan di 
pesantren-pesantren dan berbagai institusi agama lainnya. 


Krisis global, kapitalisme dan pemanasan global saat ini menjadi 
persoalan bangsa dan persoalan dunia. Kondisi demikian memberikan 
dampak tersendiri terhadap perempuan, yang berimplikasi pada sektor-sektor 


kehidupan seperti pendidikan kesehatan, Redare uar dan lain kin 
perhatian yang lebih kepada persoalan-persoalan perempuan terutama 
perempuan kelas menengah ke bawah dan tinggal di pedesaan. Fatayat NU 
tak hanya lagi dilihat sebagai lembaga kader perempuan NU tetapi telah 
menjadi sebuah wadah untuk membangun sebuah dunia sosial yang lebih 
konstruktif, demokratis dan berkeadilan jender. 


Menyikapi kondisi tersebut, Kongres Fatayat NU perlu mengevaluasi 
program kerja periode 2005-2009. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan 
dalam merumuskan dan menetapkan program strategis periode 2010-2015. 


Aa Pa na aan A p oaen alah Asa an ATU Meta Selai Ya 


kehidupan masyarakat dalam setiap sektor. 


Program ini menjadi amanat Kongres XIV Fatayat NU untuk 
dilaksanakan oleh seluruh pengurus Fatayat NU di semua tingkatan. Program 
Kerja diajukan di Kongres XIV Fatayat NU, untuk dibahas dan ditetapkan 
menjadi pedoman kerja yang merupakan perwujudan dari upaya untuk 
mencapai visi dan misi yang dituju oleh Fatayat NU. 


Program ini berfungsi sebagai acuan bagi kegiatan-kegiatan Fatayat 
NU secara nasional. Adapun proses penyusunannya di mulai dari saat Konbes 
Fatayat NU di Banjarmasin. 23 Agustus 2010, kemudian dilanjutkan dengan 
pendekatan Lokakarya Strategic Planning yang diadakan di Jakarta tanggal 3 
s/d 5 Juni 2010 di Wisma Muslimat Pondok Cabe, yang dihadiri oleh seluruh 
PW Fatayat NU dan alumni Fatayat NU serta dipandu oleh fasilitator yang 
kompeten di bidangnya. 


Lokakarya penyusunan materi program dilakukan melalui beberapa 
tahap. Tahap pertama, penyusunan visi dan misi Fatayat NU untuk lima tahun 
ke depan, (1) Menganalisis situasi global dan nasional, (2) Merumuskan 
tujuan Fatayat NU (berdasarkan analisis situasi saat ini), (3) Menentukan 
program yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah 
dirumuskan, Ka Merumuskan nilai-nilai yang dijunjung tinggi (acuannya 
Khittah NU 1926, Oanun Asasy dan Ajaran Aswaja). 
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Tahap kedua, peserta merumuskan isu-isu strategis yang 
dikembangkan untuk mengemban misi tersebut. Untuk merumuskan isu 
strategis, dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman 
Fatayat NU serta keberhasilan dan kegagalan Fatayat NU selama ini. 


Isu-isu strategis ini menjadi dasar perumusan pokok-pokok program 


AN kemudian dijabarkan dalan bentuk peresram,iaksi 
kongkrit oleh Fatayat NU di semua tingkatan. Adapun sistematika rumusan 
Program Fatayat NU untuk periode 2010-2015 adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Identifikasi Masalah 

Bab III Analisa Obyektif 

Bab IV Visi dan Misi Fatayat NU 

Bab V Program Dasar Fatayat NU Periode 2010-2015 
Bab VI Penutup 


IDENTIFIKASI MASALAH 


A. KONTEKS GLOBAL 

1. Islam sebagai agama rahmat bagi dunia, untuk kemaslahatan manusia 
dan lingkungannya (rahmatan lil alamin) semakin dibutuhkan 
kontribusinya bagi penyelesaian masalah-masalah global. 

2. Perbedaan pemahaman tentang ajaran Islam dan praktek keagamaan 
internal kaum muslimin tidak jarang menyebabkan konflik yang 
memicu kekerasan sesama muslim. 

3. Semangat menjalin dan meningkatkan dialog antara dunia Islam 
AA EA pengaruh Postif an a P ban 
pemahaman dan mendorong terciptanya kedamaian, keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat dunia. 

4. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global telah 
melahirkan ancaman bagi manusia antara lain meningkatnya bencana 
alam serta melemahnya upaya-upaya internasional dalam 
peningkatan kualitas kehidupan penduduk bumi serta Millenium 
Development Goals (MDGs). 

5. Perdagangan bebas telah melahirkan pemiskinan di negara-negara 
berkembang. 

6. Gerakan Islam transnasional telah masuk ke Indonesia dan 
menyebabkan muncul dan maraknya kelompok-kelompok dengan 
pemahaman Islam yang menghalalkan kekerasan. 
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7. Konsumerisme dan hedonism ala Barat yang disebarkan melalui media 
cetak dan elektronik telah menggerogoti nilai-nilai ke-Indonesiaan 
dan nilai-nilai Aswaja. 


B. KONTEKS NASIONAL 


1. FRIN AVO HAE Sa Ke MENUNYA pada Ada KANAN 


mengembangkan dialog antar agama dan penyelesaian berbagai jenis 
konflik antar sesama anak bangsa. 

2. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
sejalan dengan spirit Islam sebagai rahmat bagi semesta (rahmatan lil 
alamin) 

3. Fatayat NU sebagai organisasi kemasyarakatan muslim terbesar di 
Indonesia dengan jumlah anggota kurang lebih 5 juta jiwa yang 
tersebar di seluruh Indonesia merupakan jangkar yang kuat bagi 
Islam Nusantara yang berciri cinta perdamaian (peaceful Islam), 


Aa ia bana dengan PER Maa Pentas P(Moderai), 
tasamuh (toleran), tawazun (harmoni) dan I'tidal (konsisten). Prinsip ini 
menghargai nilai dan tradisi serta budaya sendiri serta sangat 
menghargai kemanusiaan. 

5. Sebagai organisasi sosial keagamaan, Fatayat NU dibangun tahun 1950 
dengan tujuan terbentuknya pemudi dan atau perempuan muda 
Islam yang bertagwa kepada Allah SWT, berakhlagul karimah, 
beramal, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi Agama, Nusa dan 
Bangsa serta terwujudnya rasa kesetiaan terhadap azas, agidah dan 
tujuan Nahdlatul “Ulama dalam menegakkan syariat Islam. 

6. Gerakan reformasi, demokratisasi, perbaikan produk perundang- 
undangan, gerakan ekonomi rakyat dan anti korupsi terus 
berlangsung di negeri ini dan perlu dukungan penuh dari NU. 

7. Bencana, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ekstrim juga 
menjadi masalah di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang meluas, 
perubahan iklim yang ekstrim dan bencana dengan skala besar 
memengaruhi terhambatnya perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan. 

8. Melemahnya kadar etika, moral, akhlag dan spiritual rakyat Indonesia 
meneguhkan NU untuk tetap eksis sebagai benteng moral dan 
benteng spiritual bangsa. 
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BAB III 
ANALISA OBYEKTIF 


A. ANALISA SWOT 


I. KEKUATAN FATAYAT NU 


1. 


Bakya NUumenubkii jannah are nesar seba a beku tapphoaih 
lagi berada di perkotaan. 

Fatayat NU yang bersifat moderat memiliki kelenturan dalam 
bersinggungan dengan tradisi dan budaya lokal yang 
memungkinkan mudah diterima oleh masyarakat. 

Berkembangnya pemikiran segar dan maju di kalangan generasi 
Fatayat NU yang usianya masih produktif. 

Wacana HAM, anti korupsi, pluralism dan demokrasi yang 
dikembangkan Fatayat NU telah memperoleh simpati dan 
dukungan dari semua pihak. 


Tambah medan Nata Sad JIWA. tersebar d 
cabang serta ribuan anak cabang dan ranting, serta yang bernaung 
pada 7 Pengurus Cabang Istimewa Fatayat NU di luar negeri: 
Malaysia, Hongkong dan Mesir merupakan potensi bangsa yang 
sangat besar. 

Fatayat NU dikenal sebagai kekuatan moderat yang dapat 
memayungi serta melindungi hak-hak kaum minoritas. Hal ini 
membawa dukungan dari jaringan agama dan kelompok 
masyarakat lainnya kepada FNU. 

Fatayat NU memiliki komitmen kebangsaan yang kuat yang akan 


membuka psluan kerjasama den an. ihak lain untuk terus 
membangun Indortèsia menuju cita-cita dher ekaan. 


II. KELEMAHAN FATAYAT NU 


T. 


Dalam kepengurusan Fatayat NU terdapat kesenjangan yang 
cukup signifikan antara pelaksanaan program dan rencana yang 
telah dirumuskan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh 
lemahnya sikap profesionalitas dan manajemen organisasi. 

Lemahnya sistem rekruitmen dalam kepengurusan Fatayat NU 
tidak lepas dari kurang berkembangnya pengembangan 
kemampuan fungsionaris Fatayat NU dalam proses kaderisasi dan 


D tepatnya cara dan perolehan rekruitmen personal pengurus 
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Adanya keagamaan orientasi politik kader Fatayat NU 
mengakibatkan Fatayat NU rawan konflik karena pendekatan 
kekuasaan semata-mata dan orientasi menang-kalah. 

Untuk melaksanakan semua program-programnya, Fatayat NU 
tidak memiliki sumber dana yang cukup yang dapat diperoleh 
secara terencana, karena sistem penggalian dana (fund rising) tidak 


Sembang ROAA MR GARA AR KANAK tan 
maupun penggunaannya atau pengelolaannya dan sangat 
kurangnya tenaga professional di kalangan Fatayat NU yang 
mampu mengembangkannya. 

Mayoritas warga Fatayat NU hidup dalam keterbelakangan dan 
kemiskinan. 

Kesadaran anggota Fatayat NU dalam membiayai organisasi NU 
masih kurang. 

Mayoritas warga Fatayat NU berpendidikan ilmu-ilmu agama dan 
sosial sehingga kurangnya tenaga profesional di luar bidang 
Ke kaderisasi formal belum terlaksana dengan baik sehingga 
pengkaderan tertumpu pada kaderisasi alamiah di pesantren. 


III. PELUANG 


1. 


2. 


Kecenderungan dunia Internasional mendukung berkembangnya 
pengetahuan masyarakat sipil. 
Sistem politik dengan memberikan hak kuota 30% bagi perempuan 
menempatkan Fatayat NU pada posisi strategis dan memiliki daya 
tawar yang tinggi. 
Kehadiran Fatayat NU sebagai ormas Islam yang berciri moderat 
sangat dibutuhkan oleh Negara yang sedang menghadapi 
ancaman terorisme. 
Mengemukanya wacana “ekonomi kerakyatan” memberi peluang 
bagi dikembangkannya sistem ekonomi yang berorientasi 
pemerataan dan kesejahteraan. 
Adanya potensi dukungan dan kemitraan terhadap Fatayat NU 
sebagai organisasi sosial keagamaan baik dari pemerintah maupun 
lembaga non pemerintah serta lembaga donor internasional. 
Adanya dorongan bersama untuk membangun koalisi strategis 
dalam memperjuangkan moderasi, pluralitas, persamaan hak 
azasi, terutama hak-hak kelompok minoritas, perempuan, anak 
dan masyarakat terpinggirkan. 
Adanya kesadaran dunia akan perlunya dialog lintas agama dan 
mengurangi kesalahpahaman antar barat-timur, Islam-Kristen, 
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yang akan membawa pada dunia yang berkeadilan, aman dan 
sejahtera. 

8. Program-program: UKM, Life Skill, PAUD, Catin, Kespro, dll. 
memberikan peluang yang strategis bagi Fatayat NU untuk 
bekerjasama. 


IV. ANGAMAN SANTAN GAN tisasi yang membawa nilai-nilai baru, 


penguasaan asing terhadap sumber daya alam yang memengaruhi 
perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai- 
nilai ahlussunnah wal jama'ah. Modernisasi misalnya, berdampak 
pada sikap individualistic dan persaingan ketat dalam 
memengaruhi sistem hubungan sosial. 

2. Globalisasi ekonomi menjadikan negara berkembang, seperti 
Indonesia berada dalam posisi yang lemah. 

3. Masuknya budaya luar baik dari Barat maupun dari Timur 
Tengah seperti gerakan Islam transnasional, sistem birokrasi yang 
Be aka Maen an alas prinsip NU Ane Singa! Men enda NAN 
tradisi budaya lokal dan perbedaan dalam beragama. 

4. Kondisi ekonomi dunia yang kurang baik berdampak pada 
sulitnya Indonesia mengatasi dampak krisis terdahulu yang akan 
memengaruhi tingkat kesejahteraan warga Nahdliyin secara 
keseluruhan. 

5. Semakin menguatnya gerakan-gerakan Islam yang cenderung 
tidak toleran dan menodai wajah Islam yang damai dan 
kerahmatan bagi semesta. 


B. IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS ada aa 
Berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan yang dimiliki Fatayat NU, 


serta peluang dan ancaman yang ada di luar, serta mempertimbangkan 
keterbatasan waktu, maka untuk mengemban misinya, Fatayat NU 
melihat ada 7 (tujuh) bidang program yang perlu memperoleh perhatian 
serius selama lima tahun ke depan. Program-program tersebut selanjutnya 
dikembangkan menjadi beberapa isu strategis Fatayat NU, yaitu: 

1. Penguatan dan Penataan Kelembagaan 
Penataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan 
Penguatan Jaringan Kerja Nasional dan Internasional 
Kaderisasi 
Pemberdayaan Hukum dan Penegakan Keadilan 
Pemberdayaan Politik Warga 
Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan 
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8. Peningkatan Kwalitas Lingkungan, Adaptasi Perubahan Iklim dan 
Penanggulangan Bencana. 

9. Pelayanan Sosial dan Kependudukan 

10. Perlindungan Tenaga Kerja dan Buruh 

11. Mobilisasi Dana dan Pengelolaannya 

12. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 


13: Pengembangan Pelawak. dan KenagakanSeadilan 


BAB IV 
VISI DAN MISI 


VISI 
Terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan perempuan melalui penguatan 
hak-hak perempuan. 


Membangun kesejahteraan perempuan 

2. Membangun kemandirian perempuan 

3. Mengupayakan perubahan kebijakan yang memihak perempuan 
4. Membangun kapasitas sumber daya manusia 

5. Membangun kapasitas organisasi 


BAB V 
PROGRAM DASAR 


Adapun program yang direncanakan terdiri dari : 


1. Bidang Pengembangan Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan 


Tujuan dari bidang Pengembangan Organisasi, Pendidikan dan 
Pengkaderan adalah meningkatkan kualitas sumber daya Fatayat NU 
melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan anggota serta 
mengoptimalisasikan program sehingga kegiatan organisasi bisa berjalan 
efektif dan efisien. 


Bidang Hukum, Politik dan Advokasi 
Tujuan dari bidang Hukum, Politik dan Advokasi adalah terwujudnya 
keadilan hukum, terpenuhinya hak-hak politik perempuan, terlaksananya 


pun an perempuan dan anak dan kebutuhan dasar hidup sebagai 
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3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup 
Tujuan dari bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup adalah 
mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan perempuan dan 
lingkungannya. 


4. Bidang Sosial, Seni dan Budaya 


Tujuan dari bidang sosial, seni adan budaya adalah. mengupayakan 
seni budaya NU. 


5. Bidang Ekonomi 
Tujuannya adalah mendorong kemandirian dan kesejahteraan perempuan 
dalam bidang ekonomi. 


6. Bidang Da'wah 
Tujuan dari bidang Da' wah adalah mengembangkan strategi, metode dan 
materi dakwah yang inovatif serta wawasan keagamaan berhaluan Ahlus 


Sunnah wal Jama'ah yang rahmatan lil 'alamin. 


7. Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Tujuan dari bidang Penelitian dan Pengembangan adalah mewujudkan 
database Fatayat NU, dan kompilasi hasil kajian, kegiatan, penelitian dan 
lain-lain untuk kepentingan pengembangan program Fatayat NU. 


Rincian Program seperti dalam matriks berikut: 


BIDANG ISU PROGRAM PROGRAM 
PENKENNISASAN | 1 keningkatan Oa padd Winda Angkatan 
PENDIDIKAN Organisasi yang bertujuan menjadikan 


DAN (Institutional perempuan sebagai kader 
PENGKADERAN Building) pemimpin yang tangguh dan 
mampu mengimplementasikan 
Peningkatan Aswaja yang rahmatan lil alamin 
kualitas serta memperjuangkan hak-hak 

perempuan perempuan. 


Pembinaan . Membangun jaringan kerja yang 
Anggota efektif baik konsolidasi internal 


atayat NY maupun eksternal 
Penguatan dan atayat : p 


Penataan 
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Kelembagaan 


Penataan dan 
Peningkatan 
Kualitas 
Pendidikan 


Penguatan 
Jaringan Kerja 
Nasional dan 
Internasional 


Kaderisasi 


Penyeragaman 
Seragam Kerja 


. Mengoptimalkan 
konsolidasi dan koordinasi 
dengan badan otonom, lembaga 
maupun lajnah. 


Menyusun sistem pengkaderan 
Fatayat NU di semua tingkat 
kepengurusan. 


Membuat sistem rekruitmen 
kader Fatayat NU. 


Memfasilitasi terbentuknya 
forum-forum yang dijadikan 


sebagai media pelatihan, 
pengkajian dan pengembangan 
SDM Fatayat NU. 


Memfasilitasi peningkatan 
pendidikan formal bagi kader- 
kader Fatayat NU melalui 
ketersediaan beasiswa baik di 
dalam maupun luar negeri. 


Mempublikasikan kegiatan 
Fatayat NU baik untuk intern 
atau ekstern. 


Mensosialisasikan hasil-hasil 
Kongres dan melengkapi 
aturan-aturan organisasi yang 
dilaksanakan sesuai mekanisme 
organisasi yang berlaku. 


Membangun dan 
mengembangkan managemen 


membuat 
pengelolaan 


organisasi dan 
pedoman 
keuangan. 


tindakan 


. Pemeliharaan dan perlindungan 


aset NU secara fungsional 


. Membangun jaringan kerja 


sama antar lembaga pendidikan, 
antar lingkungan NU maupun 


wa 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


dengan pihak luar. 


Membangun program beasiswa 
pendidikan dalam dan luar 
negeri 


Memfasilitasi terselenggaranya 


erpustakaan yang memadai di 
ingkungan Fatayat NU. 


Memperkenalkan organisasi 
Fatayat NU dan programnya 
kepada organisasi lain baik 
melalui pengiriman brosur, 
profil organisasi, pengiriman 
delegasi pada setiap 
kesempatan yang tersedia. 


Menawarkan kerjasama bidang- 
bidang tertentu kepada pihak 
lain baik dengan lembaga- 
lembaga dalam maupun luar 
negeri. 


Menjaga, memelihara dan 
mengembangkan hubungan 
kerjasama yang telah dibangun 
oleh pengurus Fatayat NU 
maupun lembaga-lembaga 
perangkat Fatayat NU dengan 
cara menjaga kepercayaan pihak 
luar, menjaga konsistensi dalam 
menjalankan program atau 
kesepakatan dan memperlancar 
komunikasi dan pemberian 


informasi tentang 
perkembangan organisasi 
Fatayat NU terkini. 


Melakukan tukar informasi dan 
tukar pengalaman antara NU 
dan organisasi lain baik di 
dalam maupun di luar negeri. 


Mengajak organisasi lain untuk 
menangani masalah yang 


HUKUM, POLITIK 
DAN 
ADVOKASI 
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Menegakkan 
supremasi hukum 


Penguatan hak 
perempuan dan 
kebutuhan dasar 
bagi kehidupan 


Pemberdayaan 
Hukum dan 
Penegakan 
Keadilan 


Pemberdayaan 
Politik Warga 


Perlindungan 
perempuan dan 
anak 


menjadi kepedulian bersama 
seperti pelanggaran hak-hak 
asasi manusia, pengembangan 
pemikiran keagamaan dan lain- 
lain. 


. Membangun dan 


mengembangkan sistem dan 
pola rekruitmen kader pengurus 


Fatayat NU yang menjamin 
terjadinya peningkatan 
kemampuan, kematangan sikap, 
keluasan pandangan, kesiapan 
bekerjasama dan kerelaan 
bekerja di semua tingkatan 
kepengurusan dan lembaga 
perangkatnya. 


. Pengadaan Seragam Kerja 


Mengembangkan Lembaga 
Konsultansi Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (LKP2A) 
serta mengupayakan shelter 
bagi korban kekerasan. 


Memberikan pendampingan 
terhadap buruh migran, 


perempuan dan anak korban 
kekerasan. 


Melakukan kajian kritis 
terhadap berbagai kebijakan 
hukum dan politik yang tidak 
berpihak pada kepentingan 
perempuan. 


Melakukan gerakan penyadaran 
hukum dan politik di 
masyarakat. 


Mengembangkan 
dengan lembaga/instansi 


jaringan 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


konsen dengan isu-isu 
perempuan. 


Melakukan advokasi untuk 
korban pelanggaran hak asasi 
manusia, perampasan hak 
(misalnya penggusuran tanah, 
pelanggaran penangkap ikan di 
pantai), dan untuk keadilan dan 
kesetaraan gender. 


Melakukan kampanye dan 
membangun atau terlibat dalam 
jaringan anti korupsi, anti 
pelanggaran hak-hak asasi 
manusia dan anti kekerasan. 


Melakukan pemberdayaan 
perempuan dengan berbagai 
program seperti pendidikan 
politik untuk perempuan, 
peningkatan pendapatan 
keluarga dengan melibatkan 
perempuan. 


Mengoptimalkan Lembaga 
Konsultasi Pemberdayaan 
Perempuan  (LKP2) untuk 
mengadvokasi masyarakat yang 
memerlukan bantuan hukum. 


. Memfasilitasi pemantauan 
kinerja Dewan Perwakilan 
Rakyat dari tingkat daerah 
hingga ke tingkat pusat. 


. Mengusahakan terwujudnya 
rekonsiliasi nasional antar 
kelompok, antar desa, antar 
wilayah, antar ras dan antar 
agama dalam bingkai 
kebangsaan Indonesia. 


. Perlu membentuk pusat kajian 
untuk kebijakan publik baik di 
tingkat pusat maupun daerah. 


KESEHATAN 
DAN 


LINGUNGAN 
HIDUP 
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Peningkatan 
kualitas 


kesehatan 
masyarakat dan 
lingkungannya 


Pengembangan 
dan Pelayanan 
Kesehatan 


Peningkatan 
Kwalitas 
Lingkungan, 
Adaptasi 
Perubahan Iklim 
dan 
Penanggulangan 
Bencana. 


13. Melakukan gerakan sayang ibu 


dan anak (sosialisasi UU terkait 
kekerasan kpada ibu dan anak 


Meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang kesehatan 
ibu dan anak serta kesehatan 
lingkungannya melalui 
pelatihan dan penyuluhan. 


Mengembangkan Pusat 
Informasi Kesehatan 
Reproduksi (PIKER) untuk 
Perempuan menjadi pusat 
pelayanan informasi kebutuhan 
dasar masyarakat yang 
berorientasi pada solusi 
terhadap berbagai persoalan 
yang berkaitan dengan 
kesehatan perempuan. 


Membuat rintisan klinik 
kesehatan ibu dan anak di 
daerah-daerah, khususnya di 
daerah tertinggal dan daerah 
kumuh perkotaan. 


Membangun dan menguatkan 
kepedulian masyarakat 
terhadap lingkungan untuk 
mengurangi pemanasan global 
berbasis keluarga. 


Meningkatkan kesehatan 
keluarga melalui budidaya 
tanaman obat. 


Menginisiasi terbentuknya day 
care. 


Memasyarakatkan 
Fatayat. 


Melakukan kampanye hidup 
sehat secara berkesinambungan 


SOSIAL, SENI 
DAN BUDAYA 
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Perlindungan 
Tenaga Kerja dan 


Buruh 


Pening 


katan 


Mengupayakan dan 
meningkatkan layanan 
kesehatan. 


. Meningkatkan kualitas sarana 


dan prasarana kesehatan 


. Mengembangkan informasi dan 


pelayanan kesehatan 
reproduksi. 


. Mendorong pemberdayaan 


masyarakat dalam mengatasi 
isu-isu: Kesehatan lingkungan 
baik di pedesaan maupun di 
perkotaan. 


. Melakukan penyadaran 


lingkungan terhadap 
masyarakat melalui pendidikan, 
aktivitas keagamaan dan 
dakwah. 


. Menggalang berbagai elemen/ 


multipihak untuk kerjasama 
strategis melakukan 
penyelamatan lingkungan 
termasuk dengan lembaga 
korporasi melalui konsep CSR 
(Corporate Social Responsibility) 


. Mencari solusi untuk 


menyelesaikan konflik social 
maupun akibat bencana alam. 


. Melakukan kampanye hemat 
energy, penghijauan dan back to 
nature 


Melakukan usaha ril untuk 
meningkatkan “kesejahteraan 
sosial. 


Memberikan bantuan proaktif 


EKONOMI 
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kesejahteraan 
sosial dan 
pelestarian nilai- 
nilai seni budaya 
NU 


Pelayanan Sosial 


dan 
Kependudukan 


1. Peningkatan 
kesejahteraan 
ekonomi anggota 
Fatayat NU 


. Pemberdayaan 
Ekonomi 
Perempuan 


terhadap korban-korban 
ketidak-adilan sosial dan 
korban-korban bencana alam. 


Melakukan kerjasama dengan 
pihak-pihak yang konsen 
dengan persoalan ketidakadilan 
sosial. 


Membina, mengembangkan 
dan melestarikan nilai-nilai seni 


budaya NU. 


Menginventarisasi seni-seni 


dan budaya NU 


Meningkatkan KIE 
(Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi) sebagai gerakan 


pembangunan kependudukan 
di Lingkungan Fatayat NU. 


Penguatan dan Pengembangan 
konsep keluarga 
maslahat/ keluarga berencana. 


Melakukan pembinaan, 
advokasi dan kontrol terhadap 
ketenagakerjaan dan 
perburuan. 


Advokasi dan perlindungan 
terhadap TKI 


Membentuk dan mendorong 
tumbuh dan berkembangnya 
koperasi Yasmin yang 
berazaskan kemandirian, 
kebersamaan, demokrasi dan 
keadilan. 


Koperasi "Yasmin" 
menyediakan atribut organisasi 
dan produk-produk unggulan 
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3. Mobilisasi dana dan 
Pengelolaannya 


Fatayat NU 


dari daerah binaan.. 


Mengupayakan adanya 
fundrising. 


Mengembangkan kelompok 
usaha perempuan yang berbasis 


lokal kemasyarakatan. 


Mengakses pemanfaatan 
fasilitas ekonomi yang tersedia 
di pemerintah maupun swasta 
untuk warga yang kurang 
mampu. 


Merintis jaringan bisnis strategis 
yang mempermudah akses 
perempuan dan kelompok 
ekonomi lemah ke pasar bebas. 


Mengembangkan usaha 
agrobisnis. 


Mengembangkan konsep dan 
sistem (blueprint) ekonomi 
ummat yang mandiri. 


Melakukan pembinaan dan 
pendampingan terhadap petani 
dan nelayan untuk mampu 
meningkatkan kualitas produk- 
produk mereka. 


. Membangun jaringan 


pemasaran produksi pertanian, 
kerajinan, dan industri kecil 
dari pedesaan dalam satu 
kabupaten untuk selanjutnya 
dalam satu propinsi. 


. Mengembangkan kelompok- 
kelompok usaha di pedesaan 
yang dapat mengakses sumber- 
sumber modal yang tersedia. 


12. Memfasilitasi pemanfaatan 
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fasilitas-fasilitas ekonomi yang 
tersedia bagi petani, pengrajin, 
dan usaha kecil melalui 
terwujudnya sarana dan 
prasarana pasar tradisional dan 
swalayan NU. 


. Memperjuangkan kebijakan- 
kebijakan perekonomian yang 


pro rakyat di tingkat daerah 
maupun tingkat pusat. 


. Merintis jaringan ekonomi 
Fatayat NU di tingkat nasional 
dan internasional. 


. Menumbuhkan partisipasi 
anggota Fatayat NU dalam 
pembiayaan melalui melibatkan 
anggota dalam perencanaan 
kegiatan organisasi, 
mengedarkan kartu infaq 
maupun iuran. 


. Melakukan kegiatan-kegiatan 
yang mendatangkan dana 
secara halal, seperti lelangan 
barang-barang berharga para 
pemimpin organisasi, 
menyelenggarakan bulan dana 
dan bazar pada peristiwa 
penting. 


. Menjaring dan menjalin 
hubungan dan kerjasama 
dengan lembaga-lembaga 
funding melalui pembiayaan 
kegiatan maupun proyek- 
proyek Fatayat NU. 


. Mengembangkan dana yang 
tersedia melalui usaha-usaha 
ekonomi penanaman saham 
pada usaha-usaha halal yang 
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19. Menyusun rencana anggaran 
dan menentukan perioritasnya. 


20. Mempertanggungjawabkan 
seluruh penggunaan dana 
organisasi secara jujur, sah, dan 
terbuka bagi pemeriksaan 
publik kepada para 
penyumbang dana dan 
pendukung organisasi. 


DAKWAH 1. Penguatan wawasan | 1. Mengembangkan dakwah Islam 
DAN Islam Aswaja yang Aswaja yang rahmatan lil 'alamin 
PEMBINAAN rahmatan lil 'alamin serta berperspektif gender. 
ANGGOTA serta berperspektif 
gender . Mengembangkan strategi 
Pengembangan dakwah sesuai dengan 
dakwah dan kebutuhan masyarakat global. 
pemikiran 
keagamaan. . Mengembangkan dakwah bil 
lisan dan dakwah bil hal di 
daerah-daerah terutama di 
daerah bencana/miskin. 


Membuat media komunikasi 
yang efektif bagi anggota yang 
diberi nama Forum Da'iyah 
Fatayat (FORDAF) NU. 


Mengembangkan kapasitas para 
dai'ah melalui Forum Da'iyah 
Fatayat (FORDAF) NU. 


Membuat modul dakwah yang 
memiliki kesamaan visi dan 
karakter Fatayat NU secara 
nasional. 


Mengembangkan dakwah 
melalui media, baik cetak 
maupun elektronik. 


Melakukan, mendorong, dan 
memfasilitasi berlangsungnya 


PENELITIAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
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Tersedia data yang 
dapat digunakan 
untuk pelaksanaan 
dan 
pengembangan 
program Fatayat 
NU 


Pengembangan 
media dan 
teknologi 
informasi 


forum-forum diskusi 


keagamaan. 


Melakukan berbagai seminar 
dan diskusi-diskusi keagamaan 
baik secara nasional maupun 
internasional dengan topik 


bahasan yang aktual bagi 
pemahaman kajian. 


. Membukukan dan 


menyebarkan hasil pemikiran 
keagamaan yang kritis dan 
interpretatif di kalangan 
nahdliyin, dari hasil seminar 
dan kajian. 


. Melakukan dan mendorong 


berlangsungnya kajian-kajian 


kritis terhadap berbagai 
pemahaman ajaran dan 
pemikiran agama yang 
dihasilkan oleh pendiri dan 
pengikut madzahibul arba'ah dan 
luar madzhab lainnya. 


. Melakukan pembinaan dan 


kaderisasi terhadap da'i agar 
memiliki pemahaman yang 
komprehensif terhadap 
persoalan ummat. 


Membuat database. 
Melakukan penelitian dan 
kajian terhadap berbagai 
persoalan strategis di 
masyarakat yang berkaitan 
dengan penegakan hak-hak 


perempuan yang akan menjadi 
kebijakan Fatayat NU. 


Melakukan kajian dan 
penafsiran ulang terhadap 
pemahaman-pemahaman 

agama yang patriarkhis. 
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4. Menerbitkan hasil-hasil kajian 
dan penelitian yang dilakukan 
oleh Fatayat NU. 


Mendokumentasikan hasil-hasil 
kajian, penelitian tentang 


Fatayat NU dan hasil karya 
kader-kader Fatayat NU. 


6. Pemanfaatan tekhnologi 
informasi di kalangan pengurus 
struktural dan  massalisasi 
pengetahuan tekhnologi 
informasi di kalangan ummat 


Nahdliyin. 


7. Menyediakan pendidikan yang 
memungkinkan penguasaan 


tekhnologi informasi di 
kalangan Fatayat NU. 


BAB VI 
PENUTUP 


Dalam melaksanakan program ini, Fatayat NU harus senantiasa 
mendasarkan seluruh kegiatannya kepada nilai-nilai Islam Ahluisunnah wal 
Jamaah, Qonun Asasi dan Khittah 1926. 

Selain itu, komitmen Fatayat NU untuk menegakkan Islam Ahluisunnah 
wal Jamaah, kebenaran, keadilan, demokratisasi, kesejahteraan ekonomi, dan 
kedaulatan serta keutuhan bangsa seyogyanya selalu menjadi api perjuangan 
yang menggelorakan semangat pengabdian kaum nahdliyin kepada Bangsa 
Indonesia. 

Rumusan-rumusan program yang ada merupakan rumusan-rumusan 
dasar (program dasar atau pokok-pokok program). Maka perlu penjabaran, 
baik di tingkat satuan-satuan kegiatan (program aksi), strategi 
pelaksanaannya, maupun pengembangannya, dan waktu pelaksanaannya. 

Penjabaran program dasar seperti ini diharapkan dilakukan oleh Pucuk 
Pimpinan Fatayat NU, periode 2010-2015 dengan pemberdayaan seluruh 
bidang. 

Dalam penjabaran yang dimaksud diharapkan tercermin antara lain; 
rumusan program, bentuk kegiatan, tujuan, dan hasil yang diharapkan, 
indikator keberhasilan, estimasi biaya dan pelaksanaan program. 
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KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


NOMOR: 05/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


REKOMENDASI KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL 


ULAMA 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang 


Mengingat 


bahwa dalam rangka pemulihan krisis 
multidimensi yang melanda Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, telah 
dilakukan berbagai kebijakan politik, namun 
hingga saat ini masih belum menunjukkan 
hasil yang diharapkan; 


. bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai 


organisasi perempuan muda NU merasa 
prihatin terhadap banyaknya kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan 
kebijakan pemerintah yang tidak adil jender; 


. bahwa Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai 


bagian yang tak terpisahkan dengan 
masyarakat merasa ikut bertanggungjawab 
terhadap arah perkembangan Indonesia ke 
depan; 


. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 


pada huruf a, b, dan c di atas, maka Kongres 
XIV Fatayat Nahdlatul Ulama perlu 
menetapkan Rekomendasi untuk 
disampaikan kepada pihak-pihak terkait. 


. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 


N 


Tangga Nahdlatul Ulama; 


. Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 


Ulama Nomor: 01/Kongres-XIV 
FNU/SK/VII/2010 tentang Tata Tertib 
Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 2010; 
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Memperhatikan 


Menetapkan 


Pertama 


Kedua 
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3. Keputusan Konfrensi Besar Fatayat 
Nahdlatul Ulama tahun 2008 tantang bahan 
Rekomendasi Kongres XIV Fatayat NU. 


1. Amanat Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama dan Pidato Ketua Umum 
Pucuk Pimpinan Fatayat NU pada 
pembukaan Kongres XIV Fatayat NU tanggal 
19 Rajab 1431 H/01 Juli 2010 M; 

2. Laporan Pertanggungjawaban Pucuk 
Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama masa 
khidmad 2005-2009 pada Kongres XIV 
Fatayat NU, tanggal 19 Rajab 1431 H/02 Juli 
2010 M, 

3. Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi C 
Bidang Rekomendasi yang disampaikan 
pada Sidang Pleno Kongres XIV Fatayat 
Nahdlatul Ulama pada tanggal tanggal 20 
Rajab 1431 H/03 Juli 2010 M, 


MEMUTUSKAN 


KEPUTUSAN KONGRES XIV  FATAYAT 
NAHDLATUL ULAMA TENTANG 


REKAMAN DASILAMANGATFSN WW FATAYAT 


Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud 
oleh keputusan ini terdapat dalam naskah 
Rekomendasi Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 
Ulama sebagai masukan kepada pihak-pihak yang 
berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang 
dikemukakan dalam Rekomendasi ini: 

Mengamanatkan kepada Pengurus Pimpinan Pusat 


masa Khidimats201052Mlm untuka raelaksangkan dan 


Rekomendasi ini: 
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Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 21 Rajab 1431 H 


4 Juli 2010 M 
KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 
Ketua Sekretaris 
Hj. Siti Hayinah, SE Saidah Sakwan, M. Ag 
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REKOMENDASI KONGRES XTV 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


I. MUKADIMAH 

Hingga saat ini transisi demokrasi yang telah bergulir sejak 10 
tahun lalu, belum juga selesai. Agenda reformasi belum seluruhya 
tuntas. Bahkan, di tengah transisi yang panjang ini, berbagai persoalan 
datang bertubi-tubi menghantam kehidupan masyarakat Indonesia. 
Dalam bidang politik, demokratisasi masih mengalami hambatan, mulai 
dari lemahnya kelembagaan partai politik, minimnya integritas politisi, 
hingga maraknya money politic yang telah mendistorsi proses 
demokratisasi. Stabilitas politik juga belum terwujud akibat konflik elit 
politik dan dominannya kepentingan kelompok di atas kepentingan 
bangsa. 

Dalam bidang ekonomi, pemulihan ekonomi masih jauh dari 
harapan. Orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata belum 
bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara layak dan merata. 
Hingga tahun 2010 angka kemiskinan sebesar 32,53 juta orang (14,15 
persen), suatu angka yang masih sangat tinggi. Demikian juga angka 
pengangguran yang di tahun 2010 diperkirakan mencapai 23 juta orang 
(10 persen). Di tengah himpitan ekonomi itu, pada beberapa tahun 
belakangan perekonomian nasional kita kembali terkoyak oleh dampak 
krisis ekonomi global yang menghantam beberapa negara. Indonesia 
tampak belum bisa membangun fondasi perekonomian mandiri yang 
bertumpu pada potensi domestik. 

Di bidang hukum, penegakan hukum akhir-akhir ini kembali 
menjadi isu strategis. Hukum di negeri ini belum bisa ditegakkan 
karena tampak belum menjadi komitmen semua pihak. Di era reformasi 
korupsi bukannya berkurang, melainkan bertambah, bahkan sudah 
merasuki hampir semua lini dan tingkatan. Hal ini setidaknya 
disebabkan beberapa hal, seperti lemahnya institusi penegak hukum, 
rendahnya integritas pejabat dan penegak hukum, dan tentu 
pengawasan yang masih lemah. Isu-isu mutakhir seperti maraknya 
makelar kasus, mafia perpajakan dan lain-lain, menjadi bukti bahwa 


pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di negeri ini masih jauh dari 
harapan reformasi. 
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Persoalan pada tiga ranah strategis di atas selanjutnya menyebabkan 
pernyelesaian atas berbagai problem lainnya juga tersendat. Bahkan berbagai 
masalah baru dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain- 
lain, masih menghadang di depan mata kita. Masalah-masalah itu tentu 
berdimensi struktural dan kultural. Karena itulah penyelesaaiannya harus juga 
dilakukan secara komprehensif meliputi dua dimensi itu. Pada dimensi 


giro, bagus dilakukan peyaparuan sistem, penguatan kelembagaan, dan 
kebudayaan, penguatan komitmen semua pihak, serta peningkatan 
kepedulian masyarakat dan peningkatan partisipasi seluruh elemen 
masyarakat. 

Karena itulah maka adanya keterlibatan masyarakat sipil (civil society) 
yang kuat menjadi sangat penting dalam proses pembangunan dan 
penyelesaisan berbagai persoalan yang hingga kini masih menyelimuti negara 
dan bangsa ini. Dalam masa transisi, masyarakat sipil adalah bagian tak 
terpisahkan dari agenda konsolidasi demokrasi yang sedang dilakukan. Dalam 
hal ini Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari komponen masyarakat 


i b t terlibat dal 
Sipil “persoalan Maa ena anna ur Hi Samping | merumus an 
program, Kala XIV Fatayat NU turut memberikan sumbangan pemikiran 


sebagai respons atas fenomena dan masalah-masalah yang dihadapi 
masyarakat dan bangsa ini dalam berbagai bidang. 


II. REKOMENDASI 
1. INTERNAL 

Internal Fatayat NU 

a. Untuk mendukung dan mengoptimalkan penyelenggaraan 
organisasi dan pelaksanaan program diperlukan komitmen dari 
seluruh p engurus Fatayat NU di semua tingkatan untuk 

ukan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kewenangannya 
masing-masing. 

b. Dalam upaya pelaksanaan program yang integral dan optimal, 
Fatayat NU harus dapat menyinergikan kerja-kerja organisasi 
dengan lembaga, lajnah dan badan otonom lain di lingkungan 
Nahdlatul Ulama. 

c. Agar keputusan-keputusan permusyawaratan Fatayat NU, 
diketahui dan dipahami oleh warga Fatayat NU di level basis dari 
tingkat anak ranting, PC, PW, PP Fatayat NU perlu melakukan 
sosialisasi hasil-hasil permusyawaratan organisasi melalui 


berbagai bentuk. 
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d. Dalam rangka optimalisasi potensi organisasi dan anggota, 
Fatayat NU perlu menyusun database organisasi yang 
komprehensif / lengkap dan aksesabel. 

e. Kaderisasi merupakan instrumen penting untuk menjamin 
keberlanjutan organisasi dan regenerasi organisasi. Karena itulah 
maka kaderisasi harus menjadi agenda prioritas PP Fatayat NU. 


Internal Nahdlatul Ulama 

a. Dalam rangka memperkuat jam'iyyah dan mensinergikan 
gerakan dan program, PBNU perlu memperkuat kelembagaan 
badan otonom, lembaga dan lajnah di lingkungan PBNU secara 
berkelanjutan dengan memotori dan memfasilitasi pertemuan, 
koordinasi ( dan islah) antarbadan otonom, lembaga dan lajnah. 

b. Untuk mendukung kerja pemberdayaan perempuan, PBNU perlu 
ikut mendorong kesetaraan dan pengarusutamaan gender dalam 
berbagai bidang dengan memasukkannya ke dalam program 
PBNU melalui lajnah dan lembaga yang ada. 


e paene pakin Patin Sina, BA gn, ASWAIA 
upgrade strategi dakwah ASWAJA Pada setiap level 
kepengurusan NU ke lembaga dan lajnah di lingkungan PBNU 
serta membuat surat edaran agar setiap anggota dilarang 
memiliki keanggotaan ganda di NU dan di ormas yg berbeda 
ideologi 


2. EKSTERNAL 
a. Bidang Politik dan Pemerintahan 

1. Dalam rangka memperkuat demokrasi, keberadaan sistem 

politik yang demokratis merupakan sebuah keniscayaan. Oleh 

arena” itu DPR dan Pemerintah diharapkan dapat 
merumuskan berbagai regulasi dan perundang-undangan 
baik UU Pemilu, UU Pemilu kada, UU Partai Politik dan lain- 
lain, yang lebih beorientasi pada penguatan kualitas 
demokrasi. Sistem politik juga seharusnya memberikan 
kesempatan yang luas dan affirmasi bagi perempuan untuk 
berkiprah dalam dunia politik. 

2. Kehidupan politik yang demokratis dan stabil merupakan 
prasyarat penyelenggaraan negara yang baik dan kondusif 
bagi pelaksanaan pembangunan. Untuk membangun 
kehidupan politik yang demokratis dan stabil, maka 
dibutuhkan kedewasaan, para pemimpin dan politisi dengan 
menjunjung tinggi etika politik, mengedepankan kepentingan 
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negara, menghindari konflik politik dan penyalahgunaan 
kekuasaan (abuse of power). 

3. Untuk meningkatkan keberlangsungan demokrasi dan 
regenerasi kepemimpinan, maka dibutuhkan kaderisasi 
politik secara lebih sistemastis dan berkelanjutan. Oleh karena 
itu maka partai politik sebagai lembaga kaderisasi politik 


harusnya melakukan rekrutmen „politik secara lebih terbuka 
an mempercepat proses regenerasi internal secara dinamis. 


Dalam hal ini, partai politik juga semestinya memberikan 
ruang dan kesempatan yang luas kepada para perempuan 
untuk berkiprah dan meniti karir politiknya. 

4. Dalam mewujudkan good governance dan clean government, 
dibutuhkan reformasi birokrasi sebagai prasyarat bagi 
peningkatan pelayanan publik, perbaikan kualitas, efektifitas, 
dan efisiensi birokrasi, serta mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas birokrasi. Karena itu, reformasi birokrasi dan 
tata kelola pemerintahan merupakan suatu langkah strategis 

gi harus terus, didorong dan dikawal oleh semua 
ontponen masyarakat. 

5. Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi salah satu 
strategi untuk mendorong kebijakan publik yang pro- 
perempuan. Oleh karena itu, para perempuan yang duduk di 
lembaga-lembaga perwakilan, baik DPR, DPD, dan DPRD 
harus memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih 
serius. 

6. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demokrasi 
harus berjalan secara substansial. Karenanya, keterlibatan 
perempuan dalam politik tidak hanya sebatas pada proses 
demokrasi prosedural di level elit. Keterlibatan perempuan di 
level akar rumput juga menentukan bagi pewujudan 
kebijakan pembangunan yang pro-perempuan. Oleh karena 
itu keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan 
perencanaan pembangunan harus terus didorong, termasuk 
keterlibatan dalam Musrenbang sebagai forum partisipatif 
dalam merumuskan kebijakan pembangunan. 


b. Bidang Hukum 
1. Hingga saat ini korupsi masih menjadi masalah utama dalam 
penegakan hukum. Bahkan dalam beberapa waktu 
belakangan ini muncul model dan aktor-aktor baru dalam 
tindak korupsi, misalnya makelar kasus (markus) dan mafia 
perpajakan. Untuk itu penegak hukum, baik Kejaksaan, 
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Kepolisian, Kehakiman dan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) harus memberantasnya dengan tuntas tanpa tebang 
pilih dan bebas dari kepentingan apapun. 

Untuk mengoptimalisasi pemberantasan korupsi, Pimpinan 
KPK harus lebih berani melakukan pengusutan dan 
penindakan terhadap koruptor-koruptor kelas kakap. KPK 


jugashgrus, menanti inc dan Peni Bakan bali kasus: 
kasus-kasus korupsi, lembaga-lembaga penegak hukum 
lainnya harus bersinergi dengan KPK, dan tidak membangun 
“kekuatan tandingan” yang dapat melemahkan kerja 
pemberantasan korupsi. 

Berkenaan dengan semakin meningkatnya kejahatan terhadap 
perempuan, baik trafficking, KDRT maupun bentuk-bentuk 
kekerasan lainnya, para penegak hukum, khususnya 
kepolisian, diharapkan lebih tegas melakukan tindakan 
hukum. Khususnya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap 
Akum dengan negaranegara tuan TK jasama penegakan 
Anak sebagai investasi masa depan harus mendapatkan 
perlindungan dari negara. Sebagaimana kita ketahui, 
kekerasan terhadap anak terus meningkat. Angka kekerasan 
terhadap anak mencapai 1.998 kasus pada tahun 2009. Untuk 
mengantisipasi masalah tersebut, sudah saatnya pemerintah 
meningkatkan penegakan hukum untuk melindungi generasi 
bangsa tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak 
sesunguhnya sudah cukup tegas memberikan sanksi terhadap 
pelaku kekerasan, namun di tingkat lapangan, penanganan 


dan penegakan hukum masih lemah. 


c. Sosial-Budaya 


1. 


Salah satu fenomena yang marak di era transisi adalah 
munculnya konflik-konflik horizontal. Konflik itu muncul 
sebagai akibat dari kian terkikisnya kohesifitas (“kohesifitas” 
mohon diganti / perlu penjelasan mengenai ini) sosial, 
lunturnya nilai-nilai toleransi antar-kelompok, dan makin 
rendahnya kesadaran kebangsaan. Nilai-nilai dan modal 
sosial itu ternyata mengalami pengikisan. Untuk itu 
pemerintah seyogyanya ikut menumbuhkan kembali nilai- 
nilai dan modal sosial tersebut seraya mengantisipasi segala 
kemungkinan konflik dengan berbagai pendekatan. Di sisi 
lain, masyarakat juga harus mengkampanyekan hidup 
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berdampingan secara damai dan membangun kesadaran akan 
pentingnya kebersamaan serta menumbuhkan budaya 
dialogis. 

2. Salah satu modal sosial masyarakat Indonesia yang sejak dulu 
dibanggakan adalah budaya gotong royong. Budaya itu telah 
menjadi kekayaan masyarakat yang penting dalam 
mensipjakan peradaban Pergi Namun budaya, din kini 
secara dahsyat sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk itu 
seluruh komponen, baik pemerintah maupun masyarakat 
perlu melakukan revitalisasi dan reaktualisasi modal sosial itu 
untuk mendukung proses pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan hidup bersama. 

3. Pengarusutamaan Gender memang telah menjadi program 
nasional. Dengan program itu perempuan mendapat 
kesempatan luas untuk berkiprah dalam berbagai sektor 
publik. Namun, upaya penyetaraan perempuan masih 
men ha al itant ngan bu aya per a konstruksi sosial 

peran dan keberadaan perempuan. Bagi 
banyak masyarakat, perempuan masih dipandang sebagai 
warga kelas dua yang cukup berperan pada wilayah 
domestik. Berangkat dari kenyataan itu, mengubah konstruksi 
sosial tersebut merupakan sesuatu yang mendesak sebagai 
salah satu langkah kultural dalam pemberdayaan perempuan 
dan penyetaraan gender. 


d. Bidang Ekonomi 

1. Tingkat kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih sangat 
tinggi, yakni sebesar 32.53 juta orang (14,15 persen). Program 
pengeritasan kemiskinan yang digalakkan ternyata tidak 
dapat menurunkan angka kemiskinan secara efektif, sebab 
program-program tersebut umumnya lebih bermakna 
(karikatif- mohon menggunakan kata yg bisa dimengerti) 
ketimbang membangun produktifitas dan kemandirian 
ekonomi masyarakat. Oleh karenanya pemerintah harus 
melakukan reorientasi dan merumuskan ulang program- 
program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan 
terukur. 

2. Salah satu penyebab gagalnya program ekonomi adalah 
karena kebijakan ekonomi nasional kita masih belum 
independen dari kepentingan asing, yaitu negara-negara kuat. 
Kepentingan asing itu masih menentukan dan mendikte 
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kebijakan ekonomi nasional melalui IMF, Bank Dunia, dll. 
Dengan membangun ketergantungan Indonesia terhadap 
hutang, lembaga keuangan itu sangat leluasa mendikte 
kebijakan negara yang katanya berdaulat ini. Tentu, di balik 
itu semua terdapat kepentingan negara-negara kuat untuk 
semakin membuat Indonesia tunduk untuk dieksploitasi 


sumberdaya alamnya, Oleh karena itu, harus ada politcal ail 
dengan memutus ketergantungan terhadap kekuatan asing. 
Perekonomian nasional kita masih sangat rentan terhadap 
dampak krisis ekonomi global. Hal ini terjadi karena 
perekonomian kita belum bertumpu pada kekuatan dan 
potensi domestik. Karenanya pemerintah harus membangun 
kemandirian ekonomi dengan menempatkan potensi lokal 
dan domestik sebagai pilar ekonomi nasional. Langkah ini 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan, mengelola, dan 
mengembangkan potensi ekonomi lokal seoptimal mungkin. 
Sebagai salah gatu konsekuensi obalisasi ekonomi, 
perdagangan bebas merupakan tren “baru yang tak bisa 
dihindari, termasuk oleh Indonesia. Salah satunya, baru-baru 
ini telah diberlakukan Asian-China Freetrade Aggeement 
(ACFTA). Kebijakan ini tentu dipastikan akan membawa 
konsekuensi yang tak ringan bagi industri kecil domestik, 
karena akan tergilas oleh produk China. Untuk itu, tak ada 
pilihan lain bagi pemerintah untuk memperkuat industri kecil 
domestik agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. 
Hingga kini masyarakat masih terhimpit persoalan ekonomi, 
bahkan taraf hidup masyarakat tidak lebih baik. Namun, di 
tengah kenyataan itu, pemerintah berencana untuk kembali 
membebaninya dengan penghapusan subsidi BBM. Kali ini, 
kebijakan itu dilakukan dengan melarang rakyat kecil 
pengguna sepeda motor untuk menggunakan BBM jenis 
premium yang bersubsidi. Kebijakan itu jelas tidak berpihak 
pada rakyat kecil dan bahkan semakin menyusahkan. Untuk 
itu, kebijakan itu harus ditolak. 

Penguatan perekonomian nasional merupakan kerja strategis 
yang sangat menentukan nasib bangsa dan kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu agar pembangunan 
perekonomian nasional dapat dilakukan dengan arah dan 
capaian yang jelas dan terukur, maka dibutuhkan regulasi 
yang menjadi payung bagi pelaksanaan pembangunan 
ekonomi. Untuk itu DPR diharapkan segera menyelesaikan 
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pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 
Perekonomian Nasional sebagai blue-print pembangunan 
perekonomian yang lebih adil dan pro-rakyat. 

7. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, maka program 
penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan 
mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan 
memberian Behang hugg, Pada usaha-usaha yang 

8. Sebagai warga negara, perempuan juga memiliki hak untuk 
meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonominya 
untuk menunjang kehidupan keluarga. Salah satu sektor 
perekonomian yang sangat mungkin dan diminati oleh 
banyak perempuan adalah pengembangan usaha kecil. 
Namun seringkali perempuan menghadapi problem 
permodalan. Karena itu, usaha kecil perempuan harus 
mendapatkan dukung kebijakan permodalan yang mudah 
dan aksesabel. Untuk itu pemerintah diharapkan melakukan 


perluasan skim kredit bagi pengembangan usaha perempuan. 


e. Bidang Pendidikan 

1. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa semua lembaga 
pendidikan di Indonesia berada pada posisi yang sejajar dan 
diakui peranannya dalam membangun SDM Indonesia. 
Sayangnya, komitmen UU ini ternyata tidak diikuti dengan 
pengalokasian anggaran yang adil. Anggaran Lembaga 
Pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama 
sangat kecil dibandingkan dengan anggaran pendidikan 
umum melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk itu 
pemerintah harus mengubah kebijakan penganggaran 
pendidikan secara adil untuk mewujudkan kesetaraan 
pendidikan. 

2. Sebagaimana diketahui, wajib belajar sembilan tahun 
merupakan kewajiban seluruh warga negara. Sedangkan 
pembiayaannya merupakan kewajiban pemerintah. 
Sementara, hingga kini, meskipun anggaran pendidikan 
sudah mencapai 20 persen, banyak anak-anak bangsa yang 
belum mengenyam pendidikan karena masih mahalnya biaya 
pendidikan bagi mereka. Itu berarti, anggaran pendidikan 


yang besar itu belum terimplementasi dalam pendidikan yang 
terjangkau. Untuk itu pemerintah harus menjamin bahwa 
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pendidikan benar-benar bisa diakses dan dijangkau oleh 
semua warga negara tanpa kecuali. 

Salah satu tren dalam dunia pendidikan saat ini adalah 
munculnya sekolah-sekolah bertaraf internasional. Berbagai 
lembaga pendidikan berlomba-lomba menawarkan 
pendidikan kelas dunia ini. Bahkan banyak sekolah negeri 
pang membuka dan menawarkan kelag khusus, tentu dengan 
dibebankan kepada orang tua siswa. Fenomena ini akan 
menimbulkan kesenjangan baru dalam dunia pendidikan, di 
mana anak-anak dari orang kaya akan mendapatkan 
pendidikan dengan kualitas tinggi, sedangkan anak-anak 
orang miskin akan tetap mendapatkan pendidikan dengan 
kualitas yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus 
membangun pendidikan yang adil dan merata, di mana setiap 
anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. 
Pendidikan merupakan instrumen untuk membangun 


umberda a manusia secara menyeluruh. Tujuan endidikan 
ukan semata-mata menciptakan orang-orang yang pintar 


dan cerdas secara intelektual. Melainkan, yang jauh lebih 
penting dari itu adalah penciptaan generasi bangsa yang 
berkarakter dan dedikatif agar bisa terlibat dalam 
membangun peradaban bangsa ini lebih baik. Untuk itu, 
pemerintah harus mengubah orientasi sistem pendidikan 
dengan segala turunananya, termasuk kurikulum, dari yang 
hanya mengedepankan  oreintasi pragmatis untuk 
membangun kecerdasan intelektual menjadi pendidikan yang 
berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan 
kecerdasan emosional dan spiritual. . f 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah 
dalam meningkatkan pengelolaan dan mutu pendidikan 
dalam konteks desentralisasi, Bank Dunia mengucurkan dana 
hibah sebesar Euro 39 juta atau setara US$ 51 juta (sekitar Rp 
548 miliar). Dana dikucurkan untuk 50 kabupaten dan kota di 
Indonesia dengan program Program Pengembangan 
Kapasitas Pendidikan Dasar atau Basic Education Capacity 
Trust Fund (BEC-TF). Untuk menjamin agar bantuan tersebut 
tepat sasaran dan dapat menyelesaikan persoalan pendidikan 
di Indonesia, maka dana hibah tersebut harus dikelola secara 


transparan. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi 
mengawasi penggunaan dana tersebut. 
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Pembangunan kualitas sumberdaya manusia harus dimulai 
dengan pengembangan anak usia dini yang mencakup 
perawatan, pengasuhan dan pendidikan sebagai program 
utuh dan dilaksanakan secara terpadu. Hal ini karena 
pembentukan moral dan kecerdasan seseorang dimulai pada 
masa usia dini, yaitu umur 0-8 tahun. Usia tersebut 


SARA AN AKAN Pas RAR UNA dan perkembangan anak 
atau peletak dasar bagi tumbuh kembang anak. Karena itulah 
maka pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang 
serius pada pendidikan usia dini dengan meningkatkan akses 
dan kualitas PAUD. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita 
adalah bahwa begitu banyak keluaran pendidikan (orang- 
orang terdidik) yang menjadi pengangguran. Padahal sebagai 
upaya untuk meningatkan sumber daya manusia dan 
menguatkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan taraf 


ERa A Kerja dan perkembangan kehidupan Sesal 
ekonomi. Untuk itu Kementerian Pendidikan Nasional dan 
Kementerian Tenaga Kerja sudah seharusnya menyinergikan 
program link and match sebagai bagian dari program 
pendidikan nasional. 

Peningkatan kualitas mutu guru 


f. Bidang Kesehatan 


i; 


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati 
peringkat ke 107 dari 177 negara, suatu peringkat yang masih 
sangat rendah. Hal ini terjadi karena salah satunya tingkat 
kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat rendah 
dibandingan dengan negara-negara lain. Untuk itu 
Pemerintah harus melakukan terobosan dalam bidang 
kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas. 

Kesehatan ibu merupakan faktor penting dalam peningkatan 
kesehatan masyarakat. Namun, hingga kini Angka Kematian 
Ibu masih sangat tinggi, yaitu 248 per 100.000 kelahiran 
hidup. Untuk itu pemerintah harus serius dalam menurunkan 
AKI, yaitu dengan merevitalisasi Posyandu, dan memberikan 


pelayanan persalinan di Puskesmas dengan standar yang 
memadai,. 
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Fakta menunjukkan bahwa selama ini pelayanan kesehatan, 
di daerah masih sangat jauh dari memadai. Untuk itu 
Undang-Undang tentang Pelayanan Publik harus ditegakkan 
untuk menjamin agar semua aparatur pemerintah, termasuk 
pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
lebih layak dan berkualitas untuk masyarakat. 


Penguin memang daah membenkan pelayanan AKSARA 
miskin yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses 
pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang harus 
dirawat di rumah sakit. Untuk itu pemerintah pusat 
seharusnya memberikan sanksi kepada aparatur dan atau 
pemerintah daerah yang mempersulit akses pelayanan 
kesehatan bagi warga miskin. 

Salah satu masalah yang hingga kini masih menjadi isu besar 
dalam dunia kesehatan adalah fenomena HIV/AIDS. Jumlah 
kasus terinfeksi HIV/AIDS hingga 2010 diperkirakan 


encapai antara 93 ribu hin 130 ibu kasus. Menurut teori 
enomena gunung es yang ber aku mengatakan, jumlah 
penderita HIV/ AIDS yang tampak hanyalah 5-10 persen dari 
jumlah keseluruhan. Dengan terus meningkatnya angkat 
tersebut, maka pemerintah harus membangun terobosan baru 
untuk menanggulanginya, dengan melakukan pencegahan 
yang efektif. 
Indonesia merupakan "juara" ketiga dalam hal perokok 
setelah China dan India. Saat ini jumlah perokok di Indonesia 
sekitar 60 juta orang. Menurut data Kementerian Kesehatan, 
hampir 2 juta anak Indonesia berusia 7-18 tahun merokok 
rata-rata dua Petang Sep hari. Padahal, rokok merupakan 
bahaya besar untuk kesehatan manusia, bahkan bisa menjadi 
menyebab kematian. Di Indonesia menurut laporan Badan 
Khusus Pengendalian Tembakau - Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat (TCSC- IAKMI) diperkirakan 427.948 kematian 
pertahunnya atau dalam sehari ada sekitar 1.172 orang 
meninggal karena rokok. Berdasarkan fakta di atas, sudah 
saatnya pemerintah mengambil kabijakan yang tegas untuk 
mengurangi perokok dengan membatasi iklan rokok dan 
memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya 
merokok, terutama bagi anak-anak dan perempuan. 
Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, seluruh elemen 
harus bergandeng tangan. Masyarakat harus turut serta untuk 
mengkampanyekan hidup sehat, mengontrol pelayanan 
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kesehatan, mendorong kebijakan bidang kesehatan yang pro- 
rakyat, dan membantu memberikan pelayanan kesehatan 
yang berkualitas. 


g. Bidang Lingkungan 
1. Perubahan iklim sebagai salah satu dampak dari global 


PERMATA AN Eh Pe Kislakban 
yang sangat besar terhadap fenomana yang mengancam 
dunia tersebut. Untuk itu penyelamatan lingkungan harus 
menjadi komitmen seluruh pihak. Semua komponen harus 
bergandeng tangan mencegah kerusakan lingkungan dan 
hutan. 

2. Indonesia merupakan potret dari kegagalan mengelola, dan 
melindungi hutan. Sebagai gambaran, laju kerusakan hutan di 
Indonesia saat ini setara dengan 364 lapangan sepak 
bola/jam. Indonesia juga menduduki peringkat ketiga 


KA Bean faras a a dalan 
kasus illegal logging dan menindak tegas semua pelaku dan 
aparat negara yang terlibat (kongkalikong-mohon diganti) 
dengan mereka . 

3. Salah satu yang memberikan kontribusi besar bagi kerusakan 
alam adalah eksploitasi sumber daya alam yang tak 
terkendali. Hal ini terjadi karena orientasi bisnis yang lebih 
dominan serta intransparansi pengelolaan SDA. Untuk itu 
pemerintah harus meninjau ulang ijin ekplorasi SDA bagi 
perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan UU 
Perlindungan Lingkungan hidup. | 

4. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama 
seluruh elemen bangsa. Upaya tersebut yang harus dilakukan 
secara menyeluruh dan integral, baik pada level struktural 
maupun aspek kultural. Secara kultural masyarakat harus 
juga terlibat dalam mengkampanyekan pelestarian 
lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, 
mengontrol perusakan lingkungan, dan mendorong 
merumuskan kebijakan pembangunan yang berwawasan 
lingkungan. 


h. Bidang Ketenagakerjaan 
1. Di Indonesia hingga saat persoalan pengangguran masih 


menjadi isu sentral. Pada tahun 2010 ini, angka pengangguran 
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diperkirakan masih berada di kisaran 10 persen, atau sekitar 
23 juta orang. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5.5 
persen ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja di usia 
produktif. Untuk itu, di samping dengan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja harus 
dilakukan dengan mendrong sektor-sektor riil yang produktif 


Beria SIA Pn Hasnan ang 
kelompok-kelompok yang memiliki potensi kewirausahaan, 
seperti perempuan usaha produktif. 

2. Persoalan tenaga kerja di luar negeri masih menjadi masalah 
besar dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Di samping 
karena gaji yang kecil, kekerasan terhadap TKI terutama TKW 
masih menunjukkan angka yang terus meningkat. Untuk itu, 
pemerintah harus memberikan perlindungan yang efektif 
bagi tenaga kerja kita di luar negeri. Dalam hal ini pemerintah 
seharusnya menjalin kerjasama penegakan hukum dengan 
en KER En tenaga 
kerja dengan semua negara sasaran TKI. 

3. Untuk meningkatkan harkat, kualitas dan kapasitas TKI di luar 
negeri serta untuk menghindari dari berbagai tindak 
kesewenang-wenangan, calon TKI harus dipersiapkan dengan 
pembekalan dalam berbagai segi. Dalam hal ini pemerintah 
harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh mulai dari 
proses rekruitmen di dalam negeri, yang antara lain 
dilakukan dengan menyiapkan skill minimal yang 
dibutuhkan tenaga kerja sektor informal, memberikan bekal 
penguasaan bahasa, kultur negara tujuan dan lain-lain. 

4. Untuk menjamin kualitas TKI dan memberi perlindungan 
terhadap TKI yang berkelanjutan, Pemerintah harus lebih 
serius dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja PJTKI 
untuk memastikan bahwa PJTKI memberikan pelatihan 
ketrampilan, informasi tentang budaya negara tujuan dan 
perwakilan-perwakilan RI di negara tujuan, memberikan 
informasi kepada keluarga tentang keberadaan TKI di negara 
tujuan dan memonitor jika terjadi perpindahan, memberikan 
informasi kepada perwakilan RI di negara tujuan identitas 
TKI yang datang dan berkoordinasi dengan perwakilan RI di 
negara tujuan dalam memonitor keberadaan TKI. 

5. Sebagaimana diketahui, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri 
memunculkan banyak sekali masalah, terutama yang terkait 
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dengan keselamatan dan perlindungan hak. Untuk itu, 
pemerintah harus mengubah paradigma bahwa penempatan 
tenaga kerja di LN merupakan alternatif terakhir setelah 
mengupayakan secara maksimal dan sungguh-sungguh 
untuk peluang kerja di dalam negari melalui perluasan 
kesempatan kerja. 


Dalan rangka: meningkatkan, perlindungan dan. menjamin 
meningkatkan kualitas hubungan industrial antara pekerja 
dan pemberi kerja dalam rangka mendorong pencapaian 
proses negosiasi (bipartite-mohon menggunakan bahasa yg bisa 
dimengerti). Untuk itu maka, harus juga dilakukan penguatan 
kapasitas organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha. 

Dalam rangka memperkuat pengaturan tentang penempatan 
tenaga kerja di luar negeri yang dapat memberikan 
perlindungan terhadap TKI secara optimal, pemenuhan hak 
TKI secara memadai, dan memberikan kepastian hukum bagi 
Ren dan aa dapa Pe ai 
terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri. 


96 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


NOMOR: 06/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT 
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2010-2015 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


bahwa Kongres sebagai forum permusyawaratan 
tertinggi dalam organisasi salah satu tugas dan 
wewenangnya adalah memilih dan menetapkan 
Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul 
Ulama; 

bahwa untuk terjamin terselenggaranya 
ketertiban dan kelancaran jalannya pemilihan 
Ketua Umum Pimpinan Pusat perlu ditetapkan 
Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Pimpinan 
Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama masa Khidmat 
2010-2015; 

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya 
Keputusan Kongres tentang Tata Tertib 
Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat 
Nahdlatul Ulama masa Khidmat 2010-2015. 


Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, Bab 
VIII pasal 8, Bab X pasal 10; 

Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul 
Ulama Bab X pasal 32 huruf A. 

Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 
Ulama Nomor: 01/K-XIV FNU/SK/ VII/2010 
tentang Tata Tertib Kongres XIV Fatayat 
Nahdlatul Ulama 2010 Bab IX pasal 13. 


Amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 


FlayadanBidato Ketua Huma, P uguk Pipap app 
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Fatayat NU tanggal 19 Rajab1431 H/02 Juli 2010 
M; 

2. Pendapat-pendapat peserta Kongres pada Sidang 
Pleno pembahasan Tata Tertib Pemilihan Ketua 
Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 
masa Khidmat 2010-2015. 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT 
NAHDLATUL ULAMA TENTANG TATA 
TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM PIMPINAN 
PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA MASA 
KHIDMAD 2010-2015. 


pitelarkandi Arab 1431 H 
04 Juli 2010 M 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 


Ketua Sekretaris 


Dra. Hj. Wartiah, M. Pd. Hj. Ida Farida 
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TATA TERTIB PEMILIHAN 
PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL “ULAMA 
MASA KHIDMAT 2010 - 2015 


BABI 
Pasal 1 


KETENTUAN UMUM 


Kongres memilih Ketua Umum untuk masa khidmat 2010 - 2015, 
Sebelum dilakukan pemilihan, Pimpinan Pusat Fatayat NU Periode 2005- 
2009 dinyatakan demisioner, 

Kongres menentukan tim formatur yang beranggotakan 9 orang terdiri 
dari: 

a. Mantan Ketua Umum periode 2005-2009 

b. Ketua Umum terpilih 

c. 7 (tujuh) orang perwakilan wilayah berdasarkan zona 

Ketua umum dan tim formatur bertugas menyusun pengurus harian 


bimpisanihnsatrkatayat NU periode 2010-2015 maksimal selama 1 (satu) 


Pengurus harian terpilih bertugas menyusun pengurus lengkap dan dalam 
jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan setelah kongres harus diumumkan 
ke cabang-cabang, 

Pimpinan Sidang pemilihan terdiri dari : 

Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota yang dipilih dari dan oleh 
peserta kongres. 


BAB II 
Pasal 2 
KRITERIA CALON 

Kriteria Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2010-2015 
adalah sebagai berikut : 
1. Beriman dan bertagwa kepada Allah SWT serta berakhlagul karimah, 
2. Memiliki pengamalan agama yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah, 
3. Jujur, bersih dari perbuatan korupsi, manipulasi dan sejenisnya, 
4. Wawasan kedepan yang berperspektif gender, 
5. Mengamalkan nilai-nilai perjuangan Fatayat NU dan mampu bekerja 


secara kolektif, 


Perda minimat Sanana E9 aku sedergak 183, 
Calon Ketua Umum didukung oleh minimal 50 suara, 
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Calon Ketua Umum harus bersedia berdomisili di Jabodetabek, 


. Calon Ketua Umum tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Badan 


Otonom, Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan 
lainnya, 

Calon Ketua Umum pernah menjadi pengurus PP Fatayat NU minimal 
satu periode secara aktif, 


calsa Keta nun ma sina Serena aan MBP AM menyatakan 
kesediaannya dan siap mengikuti debat kandidat dalam menyampaikan 
visi misinya. 


BAB III 
Pasal 3 
PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN 


Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2010-2015 


AKA San denak angsana nana dn dian untuk 

mengutamakan tugas Fatayat NU daripada tugas lainnya, 

Calon dianggap sah apabila sudah memenuhi kriteria calon, 

Pencalonan dilakukan dengan 2 (dua) kali putaran. 

a. Pemilihan bakal calon (balon) dianggap syah apabila didukung 
minimal 50 (lima puluh) suara syah, 

b. Calon yang dinyatakan syah dapat langsung mengikuti putaran ke 
dua, 

c. Bila ada balon yang berkeberatan diberi hak untuk menyatakan 
keberatannya dan menarik diri dari pencalonan. 

Pena Pa Ian akan kartu Pencalonan sejumlah peserta yang 

Ketua Umum dianggap sah apabila dipilih oleh suara terbanyak, 

Jika ada calon tunggal, maka langsung menjadi Ketua Umum, 

Apabila ada 2 calon memperoleh suara yang sama maka dilakukan 

pemilihan ulang, 

Apabila pada putaran selanjutnya masih memperoleh suara yang sama 

maka dilakukan permusyawaratan. 

Apabila pada ayat (6) tidak tercapai, maka suara PP Fatayat NU 

demisioner menjadi penentu. 


100 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


BAB IV 
Pasal 4 
Tata Cara Penghitungan Suara 
1. Seluruh kertas suara yang masuk harus dihitung kembali sesuai 
dengan jumlah peserta yang mempunyai hak pilih. 
2. Saat membacakan kertas suara harus disaksikan minimal 2 orang saksi 


yang ditetapkan oleh peserta konggres yang mempunyai hak pilih. 


BAB V 
Pasal 5 
TATA CARA PEMILIHAN FORMATUR 

1. Pemilihan tim formatur dilaksanakan secara langsung, 
2. Tim formatur dari peserta dipilih berdasarakan zona terdiri dari: 
Perwakilan Sumatera: 1 (satu) orang 
. Perwakilan Kalimantan: 1 (satu) orang 
Perwakilan Bali, NTB dan NTT: 1 (satu) orang 
. Perwalikan Jatim, Jateng dan DIY: 1 (satu) orang 


Perwakilan Jahat, Banieaa Rb rame CE 1 (satu) orang 


. Perwakilan Maluku dan Papua: 1 (satu) orang 


oa Un Tg 


BAB VI 
Pasal 6 
PENUTUP 
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dibicarakan secara 
musyawarah dan mufakat. 


Ditetapkan di : Jakarta 


Pada tanggal :84 Kain 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 


Ketua Sekretaris 


Dra. Hj. Wartiah, M. Pd. Hj. Ida Farida 
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KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang 


Mengingat 


Nomor: 07/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


PENETAPAN KETUA UMUM 
PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


MASA KHIDMAT 2010-2015 
KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


a. 


b. 


bahwa untuk menyelenggarakan organisasi yang 
sehat dan efektif, Peraturan Dasar dan Peraturan 
Rumah Tangga serta Program Lima Tahun 
Fatayat Nahdlatul Ulama perlu dipilih seorang 
Ketua Umum sebagai pemimpin organisasi 
Fatayat Nahdlatul Ulama, 

bahwa sahabat Dra. Hj. Ida Fauziyah telah 


diniliHemeRiadis Kesum Upon: serarpa langsung 
Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat 
Nahdlatul Ulama masa khidmat 2010-2015, 
bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya 
Keputusan Kongres tentang penetapan Ketua 
Umum Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 
2010-2015. 


. Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, Bab VIII 


asal Ba 4 Khas Mangta Fatayat Nahdlatul 


Ulama Bab IV Pasal 13, Bab V pasal 19, Bab VI 
pasal 20, dan Bab VII pasal 27; 

Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 
Nomor: 01/K-XIV FNU/SK/ VII/2010Tata Tertib 
Pemilihan tentang Tata Tertib Kongres XIV 
Fatayat Nahdlatul Ulama 2010 Bab IX pasal 13, 
Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 
Nomor: 06/ K-XIV FNU/SK/ VII/2010 tentang Tata 
Tertib Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Fatayat Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2010- 
2015. 


Memperhatikan : Hasil Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 2010-2015 
dalam Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama pada 


tanggal tanggal 22 Rajab 1431 H /4 Juli 2010 M; 


MEMUTUSKAN 


Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL 
ULAMA TENTANG PENETAPAN KETUA UMUM 
PIMPINAN PUSAT 5FATAYAT NAHDLATUL 
ULAMA MASA KHIDMAT 2010-2015 


Pertama : Menetapkan Dra. Hj. Ida Fauziyah sebagai Ketua 


Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama 
masa khidmat 2010-2015, 


Kedua : Mengamanatkan kepada Dra. Hj. Ida Fauziyah untuk 
melaksanakan program Fatayat Nahdlatul Ulama 
masa khidmat 2010-2015 dengan keharusan untuk 
berpegang teguh kepada Peraturan Dasar dan 
Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama 
serta berkewajiban menyampaikan laporan pertang- 
gungjawaban atas pelaksanaannya dalam Kongres 
XIV: 


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus 
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Masa 
Khidmat 2010 - 2015 


Ditetapkandi : Jakarta 
Pada tanggal : 21 Rajab 1431 H 
4 Juli 2010M 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 


Ketua, Sekretaris, 


Dra. Hj. Wartiah, M. Pd. Hj. Ida Farida 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Nomor: 08/K-XIV FNU/SK/VII/2010 


Tentang 


PENETAPAN TIM FORMATUR 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


TAHUN 2010 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang 


Mengingat 


a. bahwa untuk membantu Ketua Umum Pimpinan 


Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama terpilih perlu 
dibentuk Tim Formatur Kongres XIV Fatayat 
Nahdlatul Ulama, 


b. bahwa nama-nama yang dipilih sebagai anggota 


Tim Formatur Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 
Ulama telah sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan 


Kata skamusabryasanShidimat 401420 Tara YANG 


pemilihan Tim Formatur, 


. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 


huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya 
Keputusan Kongres tentang Penetapan Tim 
Formatur Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 
tahun 2010 


. Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, Bab VIII 


Pasal 8, Bab X pasal 10, 


Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul 
Ulama Bab IV Pasal 13, Bab V pasal 19, Bab VI 


pasal 20, dan Bab VII pasal 27, 

Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 
Nomor: 01/K-XIV FNU/SK/ VII/2010Tata Tertib 
Pemilihan tentang Tata Tertib Kongres XIV 
Fatayat Nahdlatul Ulama 2010 Bab IX pasal 13, 
Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama 
Nomor: 06/ K-XIV FNU/SK/ VII/2010 tentang Tata 
Tertib Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Fatayat Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2010- 
2015. 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Memperhatikan 


Menetapkan 


Pertama 


Kedua 


Ketiga 


Hasil pemilihan Tim Formatur Kongres XIV Fatayat 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 21 Rajab 1431/4 Juli 
2010 M 


MEMUTUSKAN 


KEPUTUSAN KONGRES XIV FATAYAT 
NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENETAPAN 
TIM FORMATUR KONGRES XIV FATAYAT 
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2010. 


Menetapkan nama-nama Tim Formatur Kongres XIV 
Fatayat Nahdlatul Ulama tahun 2010 sebagai berikut, 


Ketua : Dra. Hj. Ida Fauziyah 
(Ketua Umum Terpilih) 


Anggota 
1. Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Si (Pucuk 
Pimpinan) 
Dra. Hj. Wartiah, M. Pd (Nusa Tenggara Barat) 
Hj. Ida Farida (Kalimantan Barat) 
Dra. Muslimat, M. Hum (Sulawesi Selatan) 
DR. Hj. Mugiati, SE., MM (Papua) 
Dra. Hj. Ida Nur Sa'adah (Jawa Tengah) 
Lailan Safina, BA (Sumatera Utara) 
Dra. Hj. Karimah Hamid (DKI Jakarta) 


PAD UPBN 


: Mengamanatkan Tim Formatur untuk menyusun 


Pengurus Harian Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul 
Ulama masa khidmat 2010-2015, 


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 21 Rajab 1431 H 
4 Juli 2010M 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


KONGRES XIV FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
PIMPINAN SIDANG 


Ketua, Sekretaris, 


Dra. Hj. Wartiah, M. Pd. Hj. Ida Farida 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


BERITA ACARA 
Nomor: Istimewa/ Tim Formatur-K.XIV / VII/ 2010 


Tentang 


SUSUNAN PENGURUS HARIAN PIMPINAN PUSAT FATAYAT NU 
MASA KHIDMAT 2010 - 2015 


Pada hari ini, Minggu 29 Rajab 1431 H/11 Juli 2010 M, pukul 20.00 WIB 
sampai selesai, bertempat di Hotel Kaisar Jakarta, telah dilangsungkan rapat 
Tim Formatur Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama untuk menyusun 
Pengurus Harian Pimpinan Pusat , Fatayat Nahdlatul Ulama masa khidmat 
2010-2015, dengan susunan sebagaimana terlampir. 


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. 


Jakarta, 29 Rajab 1431 H 
11 Juli 2010 M 

Tim Formatur: 
Ketua : Dra. Hj. Ida Fauziyah 
Anggota : 
1. Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Si 5. DR. Hj. Mugiati, SE., MM 
2. Dra. Hj. Wartiah, M. Pd 6. Dra. Hj. Ida Nur Sa'adah 
3. Hj. Ida Farida 7. Lailan Safina, BA 
4. Dra. Muslimat, M. Hum 8. Dra. Hj. Karimah Hamid 


Lampiran 1, 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Berita Acara Rapat Tim Formatur 
Nomor: Istimewa/ Tim Formatur-K.XIV / VII/ 2010 


Tentang 


SUSUNAN PENGURUS HARIAN PIMPINAN PUSAT FATAYAT NU 


Ketua Umum 
Ketua I 
Ketua II 
Ketua III 
Ketua IV 
Ketua V 
Ketua VI 
Ketua VII 


gekretaris mum 
ekretaris 


Sekretaris II 
Sekretaris III 


Bendahara Umum 
Bendahara I 


MASA KHIDMAT 2010 - 2015 


: Dra. Hj. Ida Fauziyah 

: Dra. Muzaenah Zein 

: Dra. Neng Dara Affiyah, M.Si 

: Dra. Hj. Rustini Murtadho 

: Dra. Hj. Yana Lathifa, S. Sos 

: Anggia Ermarini, S. Pd 

: DR. Hj. Umi Husnul Khotimah, M. Ag 
: DR. Nur Rofi'ah. 


Re HI Yoga MA 
: Ratu Dian Hatifah, S. Ag 
: Siti Mukarromah, S. Ag 


: Hj. Rahayu Sri Rahmawati, S. Ag 
: Hj. Santi Anisa, S. Ked 


Bendahara II : Maria Advianti, SP 
Jakarta, 29 Rajab 1431 H 
11 Juli 2010 M 
Tim Formatur: 
Ketua : Dra. Hj. Ida Fauziyah 
Anggota 


1. Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Si 
2. Dra. Hj. Wartiah, M. Pd 

3. Hj. Ida Farida 

4. Dra. Muslimat, M. Hum 


5. DR. Hj. Mugiati, SE., MM 
6. Dra. Hj. Ida Nur Sa adah 

7. Lailan Safina, BA 

8. Dra. Hj. Karimah Hamid 


Lampiran 2, 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Berita Acara Rapat Tim Formatur 
Nomor: Istimewa/ Tim Formatur-K.XIV / VII/ 2010 


Tentang 


NAMA-NAMA KOORDINATOR WILAYAH FATAYAT NU 
MASA KHIDMAT 2010 - 2015 


NO NAMA WILAYAH NAMA KORWIL 
1 NTT, NTB DAN BALI Dra. Hj. Warti ah, M. Pd 
2 KALSEL, KALBAR, KALTIM | Hj. Ida Farida 
DAN KALTENG 
3 WILAYAH SULAWESI Dra. Muslimat, M. Hum 
4 MALUKU, MALUKU UTARA, | DR.Hj. Mugiati, SE. MM 
PAPUA DAN PAPUA BARAT 
5 JATIM, JATENG, DIY DAN Pd Dra. Hj. Ida Nur Sa'adah 
6 WILAYAH SUMATERA Lailan Safina, BA 
7 JABAR, DKI DAN BANTEN Dra. Hj. Karimah Hamid 


Jakarta, 29 Rajab 1431 H 
11 Juli 2010 M 

Tim Formatur: 
Ketua : Dra. Hj. Ida Fauziyah 
Anggota : 
1. Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Si 5. DR. Hj. Mugiati, SE., MM 
2. Dra. Hj. Wartiah, M. Pd 6. Dra. Hj. Ida Nur Sa'adah 
3. Hj. Ida Farida 7. Lailan Safina, BA 
4. Dra. Muslimat, M. Hum 8. Dra. Hj. Karimah Hamid 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


SURAT KEPUTUSAN 
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 
Nomor: 01/A/PPFNU/SK/VIII1/2010 


Tentang 


SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL 
ULAMA 
MASA KHIDMAT 2010-2015 


KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan 
organisasi secara berkesinambungan perlu 
disusun kelengkapan pengurus Pimpinan Pusat 
Fatayat Nahdlatul Ulama yang 
bertanggungjawab dalam mewujudkan upaya 
tersebut: 

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam 
lampiran keputusan ini dianggap mampu dan 
telah dipilih sesuai dengan peraturan Tata Tertib 
Pemilihan Pimpinan Pusat pada kongres XIV 
Fatayat NU, 

a. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada 
huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya 


Benua dim Pian dan katanya Yahdiatul 


Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Masa 
Khidmat 2010-2015; 


Mengingat : 1. Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama, Bab IX 
Pasal 9; 
2. Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdlatul Ulama 


Bab IV pasal 14; 
3. Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Pusat Fatayat 


Nahdlatul JHlama. mpadapjkongres XIV Fatayat 
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Memperhatikan 


Menetapkan 
Pertama 


Kedua 


Ketiga 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


: 1. Keputusan Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum 


dan Tim Formatur Kongres XIV Fatayat Nahdlatul 
Ulama pada tanggal 22 Rajab 1431 H /4 Juli 2010 
M; 

2. Berita Acara Sidang I Tim Formatur Kongres XIV 


Tapa N plama pada tanggal 22 Rajab 


3. Berita Acara Sidang II Tim Formatur Kongres XIV 
Fatayat Nahdlatul Ulama pada tanggal 29 Rajab 
1431 H/11 Juli 2010 M; 

4. Berita Acara Rapat Pengurus Harian Pimpinan 
Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Masa Khimat 2010- 
2015 pada tanggal 10 Sya'ban 1431 H/ 22 Juli 2010 
M. 


MEMUTUSKAN 


: Mengangkat nama-nama yang tercantum pada 


lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pimpinan 
Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2010- 
1015 


: Nama-nama yang bersangkutan berhak atas segala 


sesuatu yang sudah diterapkan dalam peraturan 
organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama sesuai dengan 


jabatannya. 


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 


dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus 
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Masa 
Khidmat 2010 - 2015 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 25 Sya ban 1431 H 
6 Agustus 2010 M 


Ketua Umum, 


Dra. Hj. Ida Fauziyah 


Salinan : 


1 
2, 
3. 
4 


Ketua PBNU 
Ketua PW Fatayat NU Se-Indonesia 


Ketua PC Fatayat NU Se-Indonesia 
Yang bersangkutan 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Lampiran 


SURAT KEPUTUSAN 


PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA 


Nomor: 01/A/PPFNU/SK/VII1/2010 


Tentang: 


SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL 


Penasehat 


Pembina 


Dewan Kehormatan 


Ketua Umum 
Ketua I 


ketua H 
Ketua IV 
Ketua V 

Ketua VI 
Ketua VII 


Sekretaris Umum 
Sekretaris I 
Sekretaris II 
Sekretaris III 


Bendahara Umum 
Bendahara I 


'ULAMA 


MASA KHIDMAT 2010-2015 


: Ketua Umum PB NU 


: Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid 
Hj. Aisyah Hamid Baidlowi 
DR. Hj. Sri Mulyati Asrori 
Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, M. Si 


Dra. Hj. Siti Marhamah, MA 


: Hj. Lilis Nurul Husna 
Dra. Hj. Ermalena MHS 
drg. Hj. Ulfah Masfufah 
Dra. Hj. Imas Mashithoh M Noor, SH. MH 
Hj. Siti Hayyinah, SE 
Dra. Hj. Nur Hasanah 


: Dra. Hj. Ida Fauziyah 
: Dra. Muzaenah Zein 


: Bra: Ngng Dara diva MS 

: Dra. Hj. Yana Lathifa, S. Sos 

: Anggia Ermarini, S. Pd 

: DR. Hj. Umi Husnul Khotimah, M. Ag 
: DR. Nur Rofi'ah. 


: Dra. Hj. Siti Masrifah, MA 
: Nur Nadhifah, S. Ag 

: Ratu Dian Hatifah, S. Ag 

: Siti Mukarromah, S. Ag 


: Hj. Rahayu Sri Rahmawati, S. Ag 
: Hj. Santi Anisa, S. Ked 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 
Bendahara II : Maria Advianti, SP 


BIDANG-BIDANG: 

KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 
Koordinator : Dr. Sururin, M. Ag 
Wakil Koordinator : Milla Herdayati, SKM 


ii Ta A anih separa 
: Chusnuniyah, MSi 
: Hj. Ida Laela 
: Umi Wahyuni, S.Pd.I 
: Nurhabibah 
: Sitti Rubia Hutuely 
: Umi Kulsum, S.Ag 
: Neneng Ruqiyah Achyar, S. Ag 
: Novianty Djafri, M. Pd. I 


KUM, POLITIK DA I 
e N Kaak Muzayyana Dini Fajriyah, M.Si 


Wakil Koordinator : Wafa Patria Umma 
Anggota : Wakhidah Suaib 
: Siti Khofifah, S. Ag 
: Mariyam Fithriyati, S. S 
: Masita, S. Ag. MPdi 
: Eny Malikhah 
: Hj. Ida Nur Sa'adah, S.Pd.I.,MH 
: Dra. Hj. Ida Nur Kholilah, M. Pd. 
: Ratna Wilis, SH 
: Nur “Aini 
: Hj. Hudzaifah Musyaffa, SHi 
EKONOMI 
Koordinator : Diny Suhardiany 
Wakil Koordinator : Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, SS,M.Si 
Anggota : Rini Khodijah Alawiyah, S.Pd.I 
: Erni Sugiyanti, S. Ag 
: Ari Haryati, ST,MT 
: Andi Mala Ummu Ridho 
: Titik Mas'udah, S. Ag 


: Bra: Hj: Bewani nd aiyan MA 
: Neneng Rahmawati, S. Ag 
115 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


: Hj. Lailatul Badriyah, S. HI 
: Hj. Ainus Sholichah Rahman, SH 


SOSIAL, SENI DAN BUDAYA 

Koordinator : Sitti Syahraeni, S. Pd 

Wakih Koordinator : NusnRphmawat S. Ag 
: Masruroh 


: Iriani Saleh Bustami, SE 

: Oktasari Sabil, S. Sos. Msi. 
: Lulu Diany Zuhdiyya 

: Dian Nurlaili 

: Sri Rahayu 

: Nurbadriyah, S. Ag 

: Enung Maryati 


PENGEMBAN ORGANISASI (ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN 


Koordinator Bidang : Efri Wahdiyah Nasution, S. Ag 
Wakil Koordinator : Siti Soraya Devi, SH 
Anggota : Nur Makfiyah, S. Pd. I 
: Umi Azizah, S. Kom. M. Kom 
: Dra. Ida Nurhalida, MPd 
: Dzurriyatun Thoyyibah, M.Si. 
: Ufie Ulfiah 
: Hj. Indah Rahmawati 
: Ri Na hilak Husam Jamil, M.Pd 
: Khalilah, M. Pd 


DAKWAH 

Koordinator : Ai Maryati Shalihah 
Wakil Koordinator : Hj. Hanik Rofiqoh, SHI 
Angota : Ala'I Najib 


: Nurul Hilaliyah 

: Esa Divinubun, S. Pi 
: Mutmainah, S. Ag 

: Rumaidah, S. Ag 
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Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


: Dra. Nurul Yaqin, M. Pd 
: Dra. Hj. Lubna, M. Pd 

: Maghfiroh, S. Ag. M. Si 

: Sri Rahmi. S. Ag 

: Nailis Sa'adah, S. Ag 


PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 


Koordinator 
Wakil Koordinator 


Anggota 


: Dra. Alfiah 


: Luluk Nur Hamidah, M.Si.,MPA 
: Miftakhul Jannah, M.Si 


: Emamatul Qudsiyah, S. Ag 

: M. Zaenab Maltufah, SE, MSE 
: Lelis Tsuroya 

: Laili Nur Faridatus Sholihah 

: Nur Hidayati 


angan MSi 


: Balia Munazat, SE 


: Vera Susanti 


KOORDINATOR WILAYAH 
WILAYAH - WILAYAH 


1. NIT, NTB DAN BALI 

2. PULAU KALIMANTAN 

3. PULAU SULAWESI 

4. MALUKU, MALUKU UTARA, 
PAPUA DAN PAPUA BARAT 

5. JATIM, JATENG, DIY DAN PCI 

6. PULAU SUMATERA 

7. JABAR, DKI DAN BANTEN 

8. ANGGOTA PLENO 
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: Dra. Hj. Warti'ah, M. Pd 
: Hj. Ida Farida 


: Dra. Muslimat, M. Hum 


: DR. Hj. Mugiati, SE. MM 

: Dra. Ida Masruroh 

: Lailan Safina, BA 

: Dra. Hj. Karimah Hamid 

: Ketua Umum PW Fatayat NU DKI 


dan Ketua Umum PC Fatayat 
NU Se-Jabodetabek 


Keputusan Kongres XIV Fatayat NU 


Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 25Sya'ban 1431 H 
6 Agustus 2010 M 


Ketua Unjum, 


Dra. Hj. Ida Fauziyah 


FATAYAT N U 


